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PERATURANBERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN 

DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN N EGARA 

NOMOR: NK. 141MENHUT-III201 1 
NOMOR: 31 TAHUN 201 1 

TENTANG 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl NOMOR 17 TAHUN 201 1 TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN 
DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 17 Tahun 201 1 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan 
dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri 
Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Jabatan Fungslonal Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsewasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3000), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 



Perubahan atas Undang-Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4412); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nornor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 108); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentianlpemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 2797); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 
58 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5145); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2000 Nornor 195, Tambahan Lembaran Negara 
Republ~k lndonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4192); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tarnbahan Lernbaran Negara 



Republik lndonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, 
(Lembaran Negara Republ~k lndones~a Tahun 2002 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republ~k lndonesia Nomor 4193); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4019); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4453); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 
Tahun 2005; 

17. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 

18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 597lKpts-Ill 
1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana; 



21. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 378lKpts-Vl 
1999 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan Nomor. 471 1 Kpts-ll 1 1988 tentang Pemberianl 
Penggunaan NamaIlstilahlBagi Alat-alat Kepolisian Khusus 
dengan nama Jagawana diganti dengan namahstilah Polisi 
Kehutanan; 

22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian 
Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 
2008; 

23. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.40 1 Menhut-ll I 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; 

24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan 
Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN KEPALA 
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN 
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 
BlROKRASl NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN 
FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam 
lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai 
dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau 
melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa 
Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di 
bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

2. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan 
instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat 
pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha 
perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan 
wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 



3. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut 
dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang 
diselenggarakan secara terpadu. 

4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan 
dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan 
lainnya tidak dapat dipisahkan. 

5. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap. 

6. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas 
tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 
ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem 
penyangga kehidupan. 

7. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas 
tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem 
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis 
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya. 

8. Kepolisian Khusus Kehutanan yang disebut dengan Kepolisian 
Kehutanan adalah segala ha1 ikhwal yang berkaitan dengan 
fungsi dan kelembagaan Polisi Kehutanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

9. Polisi Kehutanan Terampil adalah Pejabat Fungsional Polisi 
Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya 
mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. 

10. Polisi Kehutanan Ahli adalah Pejabat Fungsional Polisi 
Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan 
atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis 
tertentu. 

11. Kegiatan Polisi Kehutanan adalah segala aktivitas Polisi 
Kehutanan dalam penyelenggaraan perlindungan dan 
pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan yang meliputi 
pendidikan, penyiapan prakondisi, perlindungan dan 
pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta 
pengendalian kebakaran, monitoring dan evaluasi, 
pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Kepolisian 
Kehutanan. 

12. Penyiapan prakondisi adalah rangkaian upaya yang perlu 
dipersiapkan dalam rangka perlindungan dan pengamanan 
kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran 
yang meliputi penyusunan rancangan kebijakan, evaluasi 



kebijakan, penyusunan rancangan strategi kegiatan, 
penyusunan rancangan program kerja, penyusunan petunjuk 
operasional, penyusunan rencana operasi dan penyusunan 
rencana kerja personal. 

13. Perlindungan dan pengamanan hutan adalah usaha untuk 
mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan 
hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 
kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta 
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan 
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi 
dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

14. Beban kerja Polisi Kehutanan adalah sekumpulan atau sejumlah 
kegiatan yang harus diselesaikan oleh Polisi Kehutanan dalam 
jangka waktu tertentu. 

15. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan 
turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. 

16. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Polisi Kehutanan 
adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Polisi 
Kehutanan. 

17. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh 
pejabat fungsional Polisi Kehutanan dalam rangka pembinaan 
karier yang bersangkutan. 

18. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, 
pengembangan dan hasil kajianlpenelitian yang disusun oleh 
perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok 
bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui 
identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, 
kesimpulan dan saran-saran pemecahannya. 

19. Tanda jasalpenghargaan adalah tanda kehormatan yang 
diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara 
Asing, atau organisasi ilmiah nasionallregionallinternasional 
yang diakui oleh masyarakat ilmiah. 

20. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang 
perlindungan dan pengamanan hutan serta etika profesi di 
bidang kepolisian kehutanan. 



BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN BEBAN KERJA, RUMPUN 

JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT 

Bagian Pertama 
Kedudukan 

Polisi Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional 
perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran 
hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok dan Beban Kerja 

Pasal 3 

(1) Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, 
melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi 
serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan 
serta pengawasan peredaran hasil hutan. 

(2) Beban kerja Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugas pokok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk 
kenaikan jabatanlpangkat adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Polisi Kehutanan Madya paling sedikit mengumpulkan 
angka kredit sebanyak 40 (empat puluh) dari unsur 
penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, 
peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, dan dari 
unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran 
hasil hutan dan pengendalian kebakaran; 

b. Bagi Polisi Kehutanan Muda paling sedikit mengumpulkan 
angka kredit sebanyak 26 (dua puluh enam) dari unsur 
penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, 
peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, dan dari 
unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran 
hasil hutan dan pengendalian kebakaran; 

c. Bagi Polisi Kehutanan Pertama paling sedikit mengumpulkan 
angka kredit sebanyak 14 (empat belas) dari unsur 
penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, 
peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, dan dari 
unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran 
hasil hutan dan pengendalian kebakaran; 

d. Bagi Polisi Kehutanan Penyelia paling sedikit mengumpulkan 
angka kredit sebanyak 26 (dua puluh enam) dari unsur 
perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil 
hutan dan pengendalian kebakaran; 



e. Bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan paling sedikit 
mengumpulkan angka kredit sebanyak 12 (dua belas) dari 
unsur perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran 
hasil hutan dan pengendalian kebakaran; 

f. Bagi Polisi Kehutanan Pelaksana paling sedikit 
mengumpulkan angka kredit sebanyak 5 (lima) dari unsur 
perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil 
hutan dan pengendalian kebakaran; 

g. Bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula paling sedikit 
mengumpulkan angka kredit sebanyak 4 (empat) dari unsur 
perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil 
hutan dan pengendalian kebakaran. 

Bagian Ketiga 
Rumpun Jabatan 

Jabatan fungsional Polisi Kehutanan termasuk dalam rumpun 
penyidik dan detektif. 

Bagian Keempat 
Jenjang Jabatan dan Pangkat 

Pasal 5 

(1) Jenjang jabatan dan pangkat Polisi Kehutanan Terampil, yaitu: 

a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula: 
Pengatur Muda, golongan ruang Illa. 

b. Polisi Kehutanan Pelaksana: 
1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang Illb; 
2. Pengatur, golongan ruang Illc; dan 
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang Illd. 

c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan: 
1. Penata Muda, golongan ruang Illla; dan 
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb. 

d. Polisi Kehutanan Penyelia: 
1. Penata, golongan ruang Illlc; dan 
2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illld 

(2) Jenjang jabatan dan pangkat Polisi Kehutanan Ahli, yaitu: 

a. Polisi Kehutanan Pertama: 
1. Penata Muda, golongan ruang Illla; dan 
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb. 

b. Polisi Kehutanan Muda: 
1. Penata, golongan ruang Illlc; dan 
2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illld. 



c. Polisi Kehutanan Madya: 
1. Pembina, golongan ruang IVla; 
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb; dan 
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IVlc. 

BAB Ill 
RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl 

DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT 

(1) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan Terampil sesuai dengan 
jenjang jabatan, sebagai berikut: 

a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, meliputi: 

1. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 

2. Melakukan inventarisasi potensi permasalahan; 

3. Gladi posko pengendalian perlindungan dan 
pengamanan hutan; 

4. Menyiapkan saranalprasarana patroli darat; 

5. Melakukan penjagaan di pos jaga lpondok jagal pondok 
kerja; 

6. Melakukan penjagaan di pengawasan peredaran hasil 
hutan di terminal buslstasiun kereta api; 

7. Melakukan penjagaan barang bukti; 

8. Melakukan penjagaan di kapal patroli; 

9. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan 
lainnya; 

10. Melakukan penjagaan di pasar satwaltumbuhan; 

11. Melakukan patroli darat; 

12. Melakukan patroli perairan; 

13. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan; 

14. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan; 

15. Melakukan penangkapan tersangka; 

16. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
sebagai tersangka; 

17. Melakukan pengamanan barang bukti; 

18. Melakukan pengawalan barang bukti; 
19. Melakukan serah terima barang bukti; 

20. Mencari dan menangkap tersangka; 

21. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

22. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 

23. Melakukan ape1 siaga dalam rangka pencegahan 
kebakaran hutan dan atau lahan; 



24. Menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan 
kebakaran hutan dan atau lahan; 

25. Membuat sekat bakar; 
26. Melaksanakan ground check hotspots; 

27. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di areal gambut; 

28. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di dataran tinggi; 

29. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di dataran rendah; 

30. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di padang rumput; dan 

31. Mengumpulkan data keamanan hutan dan kawasan. 

b. Polisi Kehutanan Pelaksana, meliputi: 

1. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 
2. Anjangsanalkunjungan ke tokoh masyarakat; 

3. Gladi posko pengendalian perlindungan dan 
pengamanan hutan; 

4. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada 
Polhut yang ada di bawahnya; 

5. Menyiapkan saranalprasarana patroli perairan; 

6. Melakukan penjagaan di pos jagalpondok jagalpondok 
kerja; 

7. Melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil 
hutan di terminal buslstasiun KA; 

8. Melakukan penjagaan barang bukti; 

9. Melakukan penjagaan di kapal patroli; 

10. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan 
lainnya; 

11. Melakukan penjagaan di pasar satwaltumbuhan; 

12. Melakukan patroli daratan; 

13. Melakukan patroli perairan; 

14. Melakukan patroli udara; 
15. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa 

pada tempatlagen pengumpul tumbuhan dan satwa; 

16. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan; 

17. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan; 

18. Melakukan penangkapan tersangka; 

19. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
sebagai tersangka; 

20. Melakukan pengamanan barang bukti; 

21. Melakukan pengawalan barang bukti; 



22. Melakukan serah terima barang bukti; 

23. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti; 

24. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti; 

25. Melakukan penangananlolah TKP; 
26. Memanggil tersangkalsaksi dalam proses penyidikan; 
27. Mencari dan menangkap tersangka; 

28. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 
29. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 

30. Melakukan penahanan tersangka; 

31. Menitipkan tersangka; 

32. Menitipkan barang bukti; 

33. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 
34. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 

35. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 
36. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21; 

37. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

38. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 

39. Melakukan ape1 siaga dalam pencegahan kebakaran 
hutan dan atau lahan; 

40. Melakukan pemeliharaan sekat bakar; 
41. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana; 

42. Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api); 

43. Melaksanakan ground check hotspots; 

44. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di areal gambut; 

45. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di dataran tinggi; 

46. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di dataran rendah; 

47. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di padang rumput; 

48. lnventarisasi areal bekas kebakaran; 
49. Pengumpulan bahan keterangan pasca kebakaran hutan; 

50. Melakukan penggiringanlpengusiran satwa; 

51. Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar; 

52. Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu 
dan atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan 
atau tidak memiliki harapan hidup pada habitatnya; 

53. Menyusun register perkara; dan 

54. Mengolah data keamanan hutan dan kawasan, 



c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, meliputi: 

1. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai 
anggota; 

2. Mengevaluasi kebijakan tingkat KabupatenlKota sebagai 
anggota; 

3. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 

4. Gladi posko pengendalian perlindungan dan 
pengamanan hutan; 

5. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi 
Kehutanan yang ada di bawahnya; 

6. Menyiapkan saranalprasarana patroli udara; 

7. Melakukan penjagaan d i  pos jagalpondok jagalpondok 
kerja; 

8. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas 
kebakaran; 

9. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil 
hutan di bandar udaralpelabuhan laut; 

10. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil 
hutan di terminal buslstasiun kereta api; 

11. Melakukan penjagaan di care centerlpusat rehabilitasi 
satwalpusat penyelamatan satwa (PPS); 

12. Melakukan penjagaan di pusat informasi; 

13. Melakukan penjagaan barang bukti; 

14. Melakukan penjagaan di kapal patroli; 

15. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan 
lainnya; 

16. Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan; 

17. Melakukan patroli daratan; 

18. Melakukan patroli perairan; 

19. Melakukan patroli udara; 

20. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa 
pada penangkar tumbuhan dan satwa; 

21. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan; 

22. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan; 

23. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan; 

24. Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan; 

25. Melakukan penangkapan tersangka; 

26. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
sebagai tersangka; 

27. Melakukan pengawalan tersangka; 

28. Melakukan penyerahan tersangka; 

29. Melakukan pengamanan barang bukti; 
30. Menaksir volumelukuran barang bukti; 



31. Melakukan pengawalan barang bukti; 

32. Melakukan serah terima barang bukti; 

33. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti; 

34. Melakukan penyelidikanlinvestigasi tindak pidanal 
pelanggaran di bidang kehutanan; 

35. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti; 

36. Melakukan penangananlolah TKP; 
37. Memanggil tersangkalsaksi dalam proses penyidikan; 

38. Mencari dan menangkap tersangka; 

39. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 
40. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 

41. Melakukan penahanan tersangka; 

42. Menitipkan tersangka; 

43. Menitipkan barang bukti; 

44. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

45. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 

46. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21; 

47. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

48. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 
49. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan; 

50. Melakukan ape1 siaga dalam rangka pencegahan 
kebakaran hutan dan atau lahan; 

51. Melaksanakan ground check hotspots; 

52. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di areal gambut; 

53. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di dataran tinggi; 

54. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di dataran rendah; 

55. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 
di padang rumput; 

56. Membuat peta daerah rawan konflik; 

57. Melakukan penjagaan dalam penanganan satwa liar; 

58. Melakukan pemindahan dalam penanganan satwa liar; 

59. Melakukan pelepasliaran dalam penanganan satwa liar; 

60. Mengevakuasi masyarakat; 

61. Mengkompilasi register perkara; dan 

62. Membuat peta kerawanan hutan. 



d. Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi: 

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja 
sebagai anggota; 

2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat KabupatenlKota 
sebagai anggota; 

3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai 
anggota; 

4. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai 
anggota; 

5. Mengevaluasi kebijakan tingkat KabupatenlKota sebagai 
anggota; 

6. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai 
anggota; 

7. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi 
WilayahlPengelolaan sebagai anggota; 

8. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang 
WilayahlPengelolaan sebagai anggota; 

9. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja 
sebagai anggota; 

10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup 
KabupatenIKota sebagai anggota; 

11. Menyusun program kerja lingkup Seksi 
WilayahlPengelolaan sebagai anggota; 

12.Menyusun program kerja lingkup Bidang 
WilayahlPengelolaan sebagai anggota; 

13. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai 
anggota; 

14. Menyusun program kerja lingkup KabupatenIKota 
sebagai anggota; 

15. Menyusun petunjuk operasional penjagaan; 
16. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 
17. Gladi posko pengendalian perlindungan dan 

pengamanan hutan; 
18. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi 

Kehutanan yang ada di bawahnya; 
19. Melakukan penjagaan di pos jagalpondok jagalpondok 

kerja; 
20. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas 

kebakaran; 
21. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil 

hutan di bandar udaralpelabuhan laut; 

22. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil 
hutan di terminal buslstasiun kereta api; 

23. Melakukan penjagaan di care cenferlpusat rehabilitasi 
satwalpusat penyelamatan satwa (PPS); 



24. Melakukan penjagaan di pusat informasi; 

25. Melakukan penjagaan barang bukti; 

26. Melakukan penjagaan di kapal patroli; 

27. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan 
lainnya; 

28. Melakukan penjagaan di pasar satwaltumbuhan; 

29. Melakukan patroli daratan; 

30. Melakukan patroli perairan; 

31. Melakukan patroli udara; 

32. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa 
pada eksportir tumbuhan dan satwa; 

33. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan; 

34. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan; 

35. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan; 

36. Melakukan penangkapan tersangka; 

37. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
sebagai tersangka; 

38. Melakukan pengamanan barang bukti; 

39. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti; 

40. Melakukan penyelidikanlinvestigasi tindak pidanal 
pelanggaran di bidang kehutanan; 

41. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti; 

42. Membuat laporan kejadian (LK); 

43. Melakukan penangananlolah TKP; 

44. Memanggil tersangkalsaksi dalam proses penyidikan; 

45. Mencari dan menangkap tersangka; 

46. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 

47. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 

48. Melakukan penahanan tersangka; 

49. Menitipkan tersangka; 

50. Menitipkan barang bukti; 

51. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

52. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 

53. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 

54. Memperbaiki berkas perkara (PI 9) hingga P21; 

55. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

56. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 

57. Membentuk masyarakat peduli api (MPA); 

58. Melakukan ape1 siaga dalam rangka pencegahan 
kebakaran hutan dan atau lahan; 

59. Melakukan bimbingan teknis pemadaman; 



60. Melaksanakan ground check hotspots; 
61. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 

di areal gambut; 
62. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 

di dataran tinggi; 
63. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 

di dataran rendah; 
64. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan 

di padang rumput; dan 
65. Melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman 

kebakaran hutan danlatau lahan. 

(2) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan Ahli sesuai dengan jenjang 
jabatan, sebagai berikut: 

a. Polisi Kehutanan Pertama, meliputi: 
1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja 

sebagai anggota; 
2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat KabupatenIKota 

sebagai anggota; 
3. Menyusun rancangan kebijakantingkat Provinsi sebagai 

anggota; 
4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai 

anggota; 
5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat internasional 

sebagai anggota; 
6. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai 

anggota; 
7. Mengevaluasi kebijakan tingkat ~abupatenIKota sebagai 

anggota; 
8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai 

anggota; 
9. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai 

anggota; 
10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi 

WilayahIPengelolaan sebagai anggota; 
11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang 

WilayahIPengelolaan sebagai anggota; 
12. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja 

sebagai anggota; 
13. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup 

KabupatenJKota sebagai anggota, 
14. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi 

sebagai anggota; 
15. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional 

sebagai anggota; 



16. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup 
internasional sebagai anggota; 

17,Menyusun program kerja lingkup Seksi 
WilayahIPengelolaan sebagai anggota; 

18. Menyusun program kerja lingkup Bidang 
WilayahIPengelolaan sebagai anggota; 

19. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai 
anggota; 

20. Menyusun program kerja lingkup KabupatenIKota 
sebagai anggota; 

21. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsilnasional 
sebagai anggota; 

22. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai 
anggota; 

23. Menyusun petunjuk operasional operasi intelejenldeteksi 
dini; 

24. Menyusun petunjuk operasional operasi fungsional; 

25. Menyusun petunjuk operasional lainnya (gangguan 
satwa, evakuasi satwa, dll); 

26. Menyusun rencana operasi intelejenldeteksi dini; 
27. Menyusun rencana operasi fungsional; 

28. Menyusun rencana operasi gabungan; 

29. Menyusun rencana operasi lainnya (gangguan satwa, 
evakuasi satwa, dll); 

30. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 
31. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan 

badan hukum; 

32. Gladi posko pengendalian perlindungan dan 
pengamanan hutan; 

33. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi 
Kehutanan yang ada di bawahnya; 

34. Mengkoordinir patroli darat; 

35. Mengkoordinir patroli perairan; 

36. Mengkoordinir penjagaan; 

37. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa 
pada lembaga konservasi; 

38. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan; 
39. Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan; 

40. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan; 

41. Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan; 

42. Melakukan penangkapan tersangka; 
43. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 

sebagai tersangka; 



44. Melakukan pengamanan barang bukti; 

45. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti; 

46. Melakukan penyelidikan/investigasi tindak pidanal 
pelanggaran di bidang kehutanan; 

47. Melakukan penangananiolah TKP; 

48. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 
49. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 

50. Melakukan penahanan tersangka; 

51. Menitipkan tersangka; 

52. Menitipkan barang bukti; 

53. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

54. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta; 

55. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 
56. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 

57. Memperbaiki berkas perkara (PI 9) hingga P21; 

58. Mewakili lembaga dalam proses persidangan peradilan; 
59. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan; 

60. Menjadi saksi ahli dalam proses persidangan; 

61. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 
62. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 

63. Analisis hot spots; 

64. Melakukan pembinaan masyarakat peduli api (MPA); 
65. Mensosialisasikan pengolahan lahan tanpa bakar 

(penerapan teknologi); 

66. Melakukan ape1 siaga pencegahan kebakaran hutan dan 
atau lahan; 

67. Melakukan pendampingan peran serta masyarakat 
dalam pencegahan dan penanggulangan konflik satwa 
liar; 

68. Memfasilitasi kerjasama dalam penanggulangan konflik 
satwa liar dengan masyarakat; dan 

69. Melakukan monitoring. 

b. Polisi Kehutanan Muda, meliputi: 
1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja 

sebagai anggota; 

2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat KabupatenlKota 
sebagai anggota; 

3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai 
anggota; 

4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai 
anggota; 





29. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi 
Kehutanan yang ada di bawahnya; 

30. Supervisi dan pendampingan patrol darat; 

31. Supervisi dan pendampingan patrol perairan; 

32. Supervisi dan pendampingan penjagaan; 
33. Mengkoordinir operasi intelejen pengarnanan hutan; 

34. Supervisi operasi fungsional pengamanan hutan; 

35. Mengkoordinir operasi gabungan pengarnanan hutan; 

36. Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan; 

37. Melakukan penangkapan tersangka; 
38. Melakukan perneriksaan terhadap orang yang diduga 

sebagai tersangka; 

39. Melakukan penyelidikanlinvestigasi tindak pidanal 
pelanggaran di bidang kehutanan; 

40. Membuat laporan kejadian (LK); 

41. Melakukan penangananlolah TKP; 

42. Merneriksa tersangka dalam proses penyidikan; 
43. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 

44. Melakukan penahanan tersangka; 
45. Menitipkan tersangka; 

46. Menitipkan barang bukti; 

47. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

48. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta; 

49. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 
50. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 

51. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21; 

52. Melakukan telaahan hukum; 

53. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan; 

54. Menjadi saksi ahli dalarn proses persidangan; 

55. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

56. Menjadi saksi dalarn proses persidangan; 

57. Melakukan ape1 siaga dalarn rangka pencegahan 
kebakaran hutan dan atau lahan; 

58. Melakukan supervisi posko pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan; 

59. Melakukan supervisi pemadaman kebakaran; 

60. Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan 
rnasyarakat; 

61. Melakukan pembinaan masyarakat; 

62. Memfasilitasi kelembagaan masyarakat; 



63. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan konflik 
satwa liar dengan masyarakat; 

64. Menganalisis peta kerawanan hutan; dan 
65. Melakukan evaluasi perlindungan dan pengamanan 

kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian 
kebakaran. 

c. Polisi Kehutanan Madya, meliputi: 

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja 
sebagai ketua; 

2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat KabupatenIKota 
sebagai ketua; 

3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai 
ketua; 

4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai 
ketua; 

5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat lnternasional 
sebagai ketua; 

6. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai ketua; 

7. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai ketua 

8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Internasional; 
9. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi 

sebagai ketua; 

10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional 
sebagai ketua; 

11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup 
lnternasional sebagai ketua; 

12. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsilnasional 
sebagai ketua; 

13. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai 
ketua; 

14. Menyusun petunjuk operasional operasi khusus; 

15. Menyusun rencana operasi khusus; 

16. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 

17. Melakukan kampanye kepada masyarakat dan badan 
hukum; 

18. Gladi posko pengendallan perllndungan dan 
pengamanan hutan; 

19. Melakukan pembimbingan dan pemblnaan kepada Polisi 
Kehutanan yang ada dl bawahnya; 

20. Supervisi operasi intelejen pengamanan hutan; 
21. Supervisi operasi gabungan pengamanan hutan, 
22. Supervisi operas1 khusus pengamanan hutan, 

23. Melakukan penangkapan tersangka; 



24. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
sebagai tersangka; 

25. Melakukan penangananlolah TKP; 

26. Memeriksa tersangka dalarn proses penyidikan; 

27. Meminta keterangan saksi dalarn proses penyidikan; 

28. Melakukan penahanan tersangka; 

29. Menitipkan tersangka; 

30. Menitipkan barang bukti; 

31. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

32. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta; 

33. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 

34. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 

35. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21; 

36. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan; 

37. Menjadi saksi ahli dalam proses persidangan; 

38. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

39. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 

40. Melakukan ape1 siaga dalam rangka pencegahan 
kebakaran hutan dan atau lahan; 

41. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam 
penanggulangan konflik satwa liar; dan 

42. Mernfasilitasi kolaborasi dalarn rangka penanggulangan 
konflik satwa liar. 

BAB IV 
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN 

PERTAMA, PENGANGKATAN DARl JABATAN LAIN, DAN 
PERPINDAHAN DARl TINGKAT TERAMPIL 

KE TINGKAT AHLl 

Bagian Pertama 
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat 

Pejabat Pembina Kepegawaian rnerupakan pejabat yang berwenang 
mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan. 



Bagian Kedua 
Pengangkatan Pertama 

Pasal 8 

(1) Pengangkatan Pertama Pegawai Neger~ Sipil dalam jabatan 
fungsional Polrsi Kehutanan Terampil harus memenuhi syarat' 

a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
di bidang Kehutanan atau Sekolah Menengah Atas (SMA) 
yang kualiflkasinya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; 

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang Illa; 
dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 
terakhir. 

(2) Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan 
fungsional Polisi Kehutanan Ahli harus memenuhi syarat: 

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)IDiploma IV di bidang 
Kehutanan, Pertanian, Biologi, PerikananIKelautan, Teknik 
Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang 
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; 

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Illla; 
dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 
terakhir. 

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) harus lulus uji kompetensi. 

(4) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan 
selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan. 

(5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah 
diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan harus 
mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian 
kehutanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh 
instansi pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan. 

(6) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan 
formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. 



(7) Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran I Peraturan Bersama ini. 

Bagian Ketiga 
Pengangkatan dari Jabatan Lain 

Pasal 9 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari jabatan lain ke dalam 
jabatan fungsional Polisi Kehutanan harus memenuhi syarat: 

a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I), atau ayat (2) 
dan ayat (3); 

b. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan; 

c. memiliki pengalaman di bidang kepolisian kehutanan paling 
kurang 2 (dua) tahun; 

d. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Polisi 
Kehutanan Terampil dan 40 (empat puluh) tahun untuk Polisi 
Kehutanan Ahli; 

e. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang 
kepolisian kehutanan; dan 

f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat 
keterangan sehat yang keluarkan oleh Dokter pemerintah. 

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan 
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai 
dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit. 

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. 

(4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka 
kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan 
tugas di bidang kepolisian kehutanan sepanjang bukti fisik 
lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas 
pokok jabatan fungsional Polisi Kehutanan. 

(5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam 
jabatan fungsional Polisi Kehutanan dibuat menurut contoh 
formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan 
Bersama ini. 



Bagian Keempat 
Perpindahan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli 

Pasal 10 

(1) Polisi Kehutanan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana 
(S1)IDiploma IV (D.IV) dapat dipindahkan dalam jabatan Polisi 
Kehutanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan 

Ahli; 
b. berijazah di bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, 

PerikananlKelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol dan 
kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; 

c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih tingkat dari 
jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terampil ke jabatan 
fungsional Polisi Kehutanan Ahli; dan 

d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. 

(2) Polisi Kehutanan Terampil yang akan dipindahkan dalam jabatan 
Polisi Kehutanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % 
(enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, 
tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit 
ijazah sarjana (S1)IDiploma IV (D.IV) yang sesuai kompetensi 
dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur 
penunjang. 

(3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka 
kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran Ill Peraturan Bersama ini. 

(4) Perpindahan Polisi Kehutanan Terampil ke dalam Polisi 
Kehutanan Ahli bagi jenjang Pelaksana Pemula, pangkat 
Pengatur Muda, golongan ruang Illa sampai dengan Pelaksana, 
pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang llld harus ditetapkan 
terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, 
golongan ruang Illla. 

BAB V 
PENGUSULAN PENlLAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 11 

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap 
Polisi Kehutanan wajib mencatat dan menginventarisir seluruh 
kegiatan yang dilakukan. 

(2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I),  dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan 
Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) 
kali dalam setahun. 



Pasal 12 

(1) Bahan penilaian angka kredit Polisi Kehutanan disampaikan oleh 
pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV 
yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian 
setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang 
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat 
yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit. 

(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit 
Polisi Kehutanan menyampaikan usul penetapan angka kred~t 
kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredlt. 

(3) Usul penetapan angka kredit untuk: 

a. Polisi Kehutanan Terampil dibuat menurut contoh formulir 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV-A sampai dengan 
Lampiran IV-D Peraturan Bersama ini; 

b. Polisi Kehutanan Ahli dibuat menurut contoh formulir 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran V-A sampai dengan 
Lampiran V-C Peraturan Bersama ini. 

(4) Setiap usul penetapan angka kredit Polisi Kehutanan harus 
dilampiri dengan: 

a. surat pernyataan mengikuti diklat, dibuat menurut contoh 
formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan 
Bersama ini; 

b. surat pernyataan melakukan kegiatan penyiapan prakondisi 
perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan 
dan pengendalian kebakaran dibuat menurut contoh formulir 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan 
Bersama ini; 

c. surat pernyataan melakukan kegiatan perlindungan dan 
pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta 
pengendalian kebakaran dibuat menurut contoh formulir 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Vlll Peraturan 
Bersama ini; 

d. surat pernyataan melakukan kegiatan monitoring dan 
evaluasi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Bersama ini; 

e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran X Peraturan Bersama ini; 

f. surat pernyataan penunjang kegiatan Polisi Kehutanan dibuat 
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran XI Peraturan Bersama ini. 



(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
disertai dengan bukti fisik. 

Pasal 13 

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Polisi Kehutanan harus 
dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian 
kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 17 Tahun 201 1. 

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya. 

Pasal 14 

Penilaian dan penetapan angka kredit Polisi Kehutanan dilakukan 
paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan 
sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan 
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; 

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan 
paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan. 

Pasal 15 

(1) Penetapan Angka Kredit Polisi Kehutanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh 
formullr sebagalmana tersebut dalam Lampiran XI1 Peraturan 
Bersama ini 

(2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian NegaraIKepala Kantor Regional Badan 
Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada: 

b. Polisi Kehutanan yang bersangkutan; 

c. Sekretaris Tim Penilai Polisi Kehutanan yang bersangkutan; 

d. Kepala BiroIBadan Kepegawaian DaerahISekretaris 
Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan; dan 

e. Pejabat lain yang dipandang perlu. 



BAB VI 
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, 

TIM PENlLAl DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN 
PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Bagian Pertama 
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit 

Pasal 16 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit: 

a. Direktur Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan bagi 
Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, 
golongan ruang IVlb dan Pembina Utama Muda, golongan 
ruang IVlc di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi 
dan KabupatenlKota. 

b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi 
Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, 
pangkat Penata Muda, golongan ruang lllla sampai dengan 
Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, 
golongan ruang Illld dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat 
Penata Muda, golongan ruang Illla sampai dengan Polisi 
Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVla di 
lingkungan Kementerian Kehutanan. 

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan 
bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur 
Muda, golongan ruang Illa sampai dengan Polisi Kehutanan 
Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang llld 
di lingkungan Kementerian Kehutanan. 

d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan bagi 
Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur 
Muda, golongan ruang llla sampai dengan Polisi Kehutanan 
Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lllld dan 
bagi Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, 
golongan ruang Ill/a sampai dengan Polisi Kehutanan Madya 
pangkat Pembina, golongan ruang IVIa di lingkungan 
Provinsi. 

e. Kepala Dinas KabupatenIKota yang membidangi Kehutanan 
bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur 
Muda, golongan ruang llla sampai dengan Polisi Kehutanan 
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld dan 
bagi Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, 
golongan ruang lllla sampai dengan Polisi Kehutanan Madya 
pangkat Pembina golongan ruang IVIa di lingkungan 
KabupatenlKota. 



(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 
mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Balai Besar 
bagi Polisi Kehutanan di lingkungan unit kerja masing-masing. 

(3) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat 
yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat 
spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian NegaraIKepala Kantor Regional Badan 
Kepegawaian Negara dan Biro Kepegawaian instansi pembina. 

(4) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang 
menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada 
Kepala Badan Kepegawaian NegaraIKepala Kantor Regional 
Badan Kepegawaian Negara dan Biro Kepegawaian instansi 
pem bina. 

Pasal 17 

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berhalangan 
sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu 
yang ditentukan dalam Pasal 14, angka kredit dapat ditetapkan oleh 
pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional 
bertanggungjawab di bidang polisi kehutanan setelah mendapatkan 
delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit. 

Bagian Kedua 
Tim Penilai 

Pasal 18 

(1) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I), dibantu oleh: 

a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi 
Kehutanan Pusat bagi Direktur Jenderal yang membidangi 
Polisi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. 

b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi 
Kehutanan Direktorat Jenderal bagi Sekretaris Direktorat 
Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan pada 
Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim 
Penilai Direktorat Jenderal. 

c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi 
Kehutanan Unit Pelaksana Teknis bagi Kepala Unit 
Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Tim Penilai UPT. 

d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi 
Kehutanan Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi yang 
membidangi Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai 
Provinsi. 



e. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi 
Kehutanan KabupatenlKota bagi Kepala Dinas 
KabupatenJKota yang membidangi Kehutanan, yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai KabupatenlKota. 

(2) Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit. 

Pasal I 9  

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu: 
a. menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama dengan 

jabatanlpangkat Polisi Kehutanan yang dinilai; 
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja 

Polisi Kehutanan; dan 
c. dapat aktif melakukan penilaian. 

(2) Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 
masa jabatan berikutnya. 

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali 
masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa 
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. 

(4) Dalam ha1 terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau 
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai 
mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai 
masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang 
menetapkan Tim Penilai. 

(5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi kepolisian 
kehutanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Polisi 
Kehutanan. 

(6) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: 
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; 
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur 

kepegawaian; dan 
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota dari pejabat 

fungsional Polisi Kehutanan. 

(7) Dalam ha1 komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka 
anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang 
mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Polisi 
Kehutanan. 



(8) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan 
tata cara penilaian angka kredit Polisi Kehutanan ditetapkan oleh 
Menteri Kehutanan selaku Pimpinan lnstansi Pembina Jabatan 
Fungsional Polisi Kehutanan. 

(1) Tugas Tim Penilai Pusat: 

a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Direktur 
Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan dalam 
menetapkan angka kredit bagi Polisi Kehutanan Madya, 
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lVlb sampai 
dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama 
Muda, golongan ruang IVIc di lingkungan Kementerian 
Kehutanan, Provinsi, dan KabupatenlKota; 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 
Jenderal yang berhubungan dengan penetapan angka kredit 
sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

(2) Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal: 

a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Sekretaris 
Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan 
dalam menetapkan angka kredit bagi Polisi Kehutanan 
Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang 
Illla sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat 
Penata Tingkat I, golongan ruang lllld dan Polisi Kehutanan 
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla sampai 
dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, 
golongan ruang IVIa di lingkungan Kementerian Kehutanan. 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi 
Kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka 
kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

(3) Tugas Tim Penilai UPT: 

a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Kepala Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan dalam 
menetapkan angka kredit bagi Polisi Kehutanan Pelaksana 
Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang Illa sampai 
dengan Polisi Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur 
Tingkat I, golongan ruang llld di lingkungan Kementerian 
Kehutanan; 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang 
membidangi Kepolisian Kehutanan yang berhubungan 
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud 
pada huruf a. 



(4) Tugas Tim Penilai Provinsi: 

a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Kepala 
Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dalam 
menetapkan angka kredit bagi Pollsi Kehutanan Pelaksana 
Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang Illa sampai 
dengan Polisi Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tlngkat I, 
golongan ruang lllld dan bagi Polisi Kehutanan Pertama, 
pangkat Penata Muda, golongan ruang lllla sampai dengan 
Polisi Kehutanan Madya pangkat Pembina, golongan ruang 
IVIa di lingkungan Provinsi; 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan yang 
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. 

(5) Tugas Tim Penilai KabupatenIKota: 

a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Kepala 
D~nas KabupatenlKota yang membidangi Kehutanan bagi 
Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur 
Muda, golongan ruang Illa sampai dengan Polisi Kehutanan 
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lllld dan 
bagi Pol~si Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, 
golongan ruang lllla sampai dengan Polisi Kehutanan Madya 
pangkat Pembina, golongan ruang IVIa di lingkungan 
KabupatenlKota; 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas KabupatenlKota yang membidangi Kehutanan yang 
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. 

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan 
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh 
seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung jawab di 
bidang kepegawaian. 

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit. 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat 
membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, 
baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau 
bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis 
yang diperlukan. 



(2) Tugas pokok Tim Teknls adalah memberrkan saran 
dan pendapat kepada Ketua Tlm Penila~ dalam ha1 memberikan 
penllalan atas keglatan yang bersifat khusus atau keglatan yang 
memerlukan keahllan tertentu 

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab kepada 
Ketua Tim Penilai. 

(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila 
terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang 
memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

Bagian Ketiga 
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit 

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Polisi Kehutanan 
yaitu: 

a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi 
Kehutanan, Kepala Dinas ProvinsiIKabupatenlKota yang 
membidangi Kehutanan kepada Menteri Kehutanan atau Direktur 
Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan, bagi angka kredit 
Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan 
ruang IVIb dan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina 
Utama Muda, golongan ruang IVIc. 

b. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal 
yang membidangi Polisi Kehutanan atau Kepala Unit Pelaksana 
Teknis kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi 
Polisi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan untuk angka 
kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata 
Muda, golongan ruang Illla sampai dengan Polisi Kehutanan 
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld dan 
Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan 
ruang lllla sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat 
Pembina, golongan ruang IVIa yang bekerja di lingkungan 
Kementerian Kehutanan. 

c. Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Balai Besar untuk 
angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat 
Pengatur Muda, golongan ruang Illa sampai dengan Polisi 
Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 
lllld dan Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, 
golongan ruang lllla sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, 
pangkat Pembina, golongan ruang IVIa yang bekerja di unit kerja 
masing-masing. 



d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon IV yang 
membidangi kepegawaian di UPT kepada Kepala UPT untuk 
angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat 
Pengatur Muda, golongan ruang Illa sampai dengan Polisi 
Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan 
ruang Illd. 

e. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon Ill 
kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan untuk angka 
kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur 
Muda, golongan llla sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, 
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld dan Polisi 
Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla 
sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, 
golongan ruang lVla di lingkungan Provinsi. 

f. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon Ill 
kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan untuk angka 
kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur 
Muda, golongan ruang Illa sampai dengan Polisi Kehutanan 
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld, dan 
Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan 
ruang Illla sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat 
Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan KabupatenIKota. 

BAB VII 
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT 

Bagian Pertama 
Kenaikan Jabatan 

Pasal 24 

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan 
kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat Polisi Kehutanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat 
dipertimbangkan apabila: 

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; 
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk 

kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; 
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 
terakhir. 



(2) Kenaikan jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai 
dengan Polisi Kehutanan Penyelia, dan Polisi Kehutanan 
Pertama sampai dengan Polisi Kehutanan Madya ditetapkan 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing. 

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Polisi 
Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi, yang 
bersangkutan dapat mengikuti dan lulus uji kompetensi. 

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan lnstansi 
Pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan. 

(1) Polisi Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi 
dapat mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai 
dengan jenjang jabatan. 

(2) Kenaikan jabatan Polisi Kehutanan jenjang Muda menjadi Polisi 
Kehutanan jenjang Madya wajib mengikuti dan lulus pendidikan 
dan pelatihan penjenjangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan 
sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri 
Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan 
fungsional Polisi Kehutanan. 

Bagian Kedua 
Kenaikan Pangkat 

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
dapat dipertimbangkan apabila: 

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk 

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian 

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 
(dua) tahun terakhir. 

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan 
Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan 
ruang IVIb untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, 
golongan ruang IVlc ditetapkan dengan Keputusan Presiden 
setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan 
Kepegawaian Negara. 





(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah KabupatenlKota 
yang menduduki jabatan Polisi Kehutanan Muda, pangkat 
Penata Tingkat I, golongan ruang lllld untuk menjadi Polisi 
Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVla 
sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb 
ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat 
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian 
Negara yang bersangkutan. 

(1) Kenaikan pangkat bagi Polisi Kehutanan dalam jenjang jabatan 
yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan 
jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Polisi Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka 
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat 
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan 
untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya. 

(1) Polisi Kehutanan pada tahun pertarna telah memenuhi atau 
melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan 
jabatanlpangkat dalam masa jabatanlpangkat yang didudukinya, 
maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling 
kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang 
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih 
tinggi yang berasal dari tugas pokok Polisi Kehutanan. 

(2) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan 
ruang lllld setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib 
mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari 
kegiatan tugas pokok Polisi Kehutanan. 

(3) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, 
golongan ruang IVlc setiap tahun sejak menduduki pangkatnya 
wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit 
dari kegiatan tugas pokok Polisi Kehutanan. 

BAB Vlll 
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, 

PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Pertama 
Pembebasan Sementara 

(1) Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, 
golongan ruang Illa sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, 
pangkat Penata, golongan ruang Illlc, dan Polisi Kehutanan 



Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla sampai 
dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, 
golongan ruang IVIb, dibebaskan sementara dari jabatannya 
apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat 
lebih tinggi bagi Polisi Kehutanan yang jabatannya lebih rendah 
dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki. 

(2) Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, 
golongan ruang Illa sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, 
pangkat Penata, golongan ruang Illlc, dan Polisi Kehutanan 
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla sampai 
dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, 
golongan ruang IVIb, dibebaskan sementara dari jabatannya 
apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit untuk kenalkan pangkat setingkat 
lebih tinggi bagi Polisi Kehutanan yang akan mendapatkan 
kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan 
terakhir. 

(3) Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, 
golongan ruang Illa sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, 
pangkat Penata, golongan ruang Illlc, dan Polisi Kehutanan 
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla sampai 
dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pernbina Tingkat I, 
golongan ruang IVIb, dibebaskan sementara dari jabatannya 
apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat 
setingkat lebih tinggi bagi Polisi Kehutanan yang pernah 
mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan 
terakhir. 

(4) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan 
ruang Illld dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 
tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat 
mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari 
kegiatan tugas pokok. 

(5) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, 
golongan ruang IVIc, dibebaskan sementara dari jabatannya 
apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak 
dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit 
dari tugas pokok dan pengembangan profesi. 

(6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I),  ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Polisi 
Kehutanan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: 
a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 
b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Polisi 

Kehutanan; 
c. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau 
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 



(7) Pembebasan sementara bagi Polisi Kehutanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I ) ,  ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 
didahului dengan peringatan oleh pejabat penetap angka 
kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu 
pembebasan sementara diberlakukan dibuat menurut contoh 
formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran Xlll Peraturan 
Bersama ini. 

(8) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Bersama ini. 

Bagian Kedua 
Penurunan Jabatan 

(1) Polisi Kehutanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat 
berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat 
lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang 
jabatan yang baru. 

(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dinilai sesuai dengan 
jabatan yang baru. 

Bagian Ketiga 
Pengangkatan Kembali 

Pasal 33 

(1) Polisi Kehutanan yang telah selesai menjalani pembebasan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 ayat (I),  ayat 
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) apabila telah mengumpulkan 
angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan 
Polisi Kehutanan. 

(2) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a, dapat diangkat 
kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan apabila berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana 
percobaan. 

(3) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b, dapat diangkat 
kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan apabila berusia paling 
tinggi 51 (lima puluh satu) tahun. 

(4) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c, dapat diangkat 
kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan apabila telah selesai 
menjalani cuti d~luar tanggungan negara. 



(5) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d, harus diangkat 
kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan apabila telah selesai 
menjalani tugas belajar. 

(6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I),  ayat (2), ayat (3), ayat (4) 
dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang 
dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Polisi 
Kehutanan yang diperoleh selama pembebasan sementara. 

(7) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Polisi 
Kehutanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran XV Peraturan Bersama ini. 

Bagian Keempat 
Pemberhentian 

(1) Polisi Kehutanan diberhentikan dari jabatannya, apabila: 

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat ( I ) ,  tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Polisi 
Kehutanan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang 
setara dengan pangkat yang dimiliki; 

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Polisi 
Kehutanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat 
pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir. 

c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Polisi 
Kehutanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat 
sejak diangkat dalam jabatan terakhir. 

d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5), tidak dapat mengumpulkan 
angka kredit yang ditentukan. 

e. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat 
dalam jabatannya tidak mengikuti dan lulus diklat dasar 
fungsional dibidang Kepolisian Kehutanan sebagaimana 
dikmaksud dalam Pasal 8 ayat (5), maka diberhentikan dari 
jabatannya. 



(2) Keputusan pemberhentian dari jabatan Polisi Kehutanan dibuat 
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
XVI Peraturan Bersama ini. 

Pasal 35 

Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan sementara, penurunan 
jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan 
fungsional Polisi Kehutanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
PENYESUAIANII NPASSI NG DALAM JABATAN 

DAN ANGKA KREDIT 

(1) Polisi Kehutanan yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 17 Tahun 201 1 telah diangkat dalam jabatan 
fungsional Polisi Kehutanan Terampil dapat disesuaikanl 
inpassing kedalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)IDiploma IV di bidang 

Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikananl Kelautan, Teknik 
Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang 
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; 

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Illla; 
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 
terakhir; 

d. masa kerja yang paling lama melaksanakan tugas sebagai 
Polisi Kehutanan; 

e. memperhatikan beban kerjalkebutuhan formasi; dan 
f. lulus Uji Kompetensi. 

(2) Jumlah angka kredit penyesuaianlinpassing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada 
pendidikan, pangkaffgolongan ruang, dan masa kerja 
pangkaffgolongan ruang sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Vlll Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 201 1. 

(3) Masa kerja dalam pangkatlgolongan ruang sebagai dasar 
perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaianlinpassing 
sebagaimana dimaksud Lampiran Vlll Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 17 Tahun 201 1 dihitung dalam pembulatan ke bawah, 
yaitu: 



a. masa kerja dalam pangkaffgolongan ruang kurang dari 1 
(satu) tahun rnasuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun; 

b. masa kerja dalam pangkatlgolongan ruang 1 (satu) tahun 
sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam 
kolom I (satu) tahun; 

c. masa kerja dalam pangkaffgolongan ruang 2 (dua) tahun 
sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam 
kolom 2 (dua) tahun; 

d. masa kerja dalam pangkaffgolongan ruang 3 (tiga) tahun 
sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam 
kolom 3 (tiga) tahun; 

e. masa kerja dalam pangkaffgolongan ruang 4 (empat) tahun 
atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun. 

(4) Jenjang jabatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan jurnlah angka kredit yang diperoleh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran 
Vlll Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 201 1, hanya berlaku 
sekali selama masa penyesuaianlinpassing. 

(6) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang disesuaikanldiinpassing sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I),  maka dalam melaksanakan penyesuaianlinpassing 
perlu mempertimbangkan formasi jabatan. 

(7) Keputusan penyesuaianlinpassing dalam jabatan dan angka 
kredit Polisi Kehutanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
mengangkat dan memberhentikan Polisi Kehutanan yang dibuat 
menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalarn Lampiran 
XVll Peraturan Bersama ini. 

Pasal 37 

(1) Penyesuaianlinpassing dalam jabatan dan angka kredit Polisi 
Kehutanan di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan 
rnulai bulan Juli 201 1 dan harus selesai d~tetapkan paling larnbat 
31 Agustus 2012 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan 
penyesuaianlinpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan 
berikutnya dari tanggal penetapan. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaianlinpassing 
telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka 
sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Polisi 
Kehutanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan 
pangkatnya agar dalarn penyesuaianlinpassing jabatan dan 
angka kredit telah digunakan pangkat terakhir. 



BAB X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 38 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Polisi Kehutanan 
tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain 
maupun jabatan struktural. 

Pasal 39 

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan 
kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Polisi Kehutanan, 
Kementerian Kehutanan selaku lnstansi Pembina jabatan Polisi 
Kehutanan wajib melaksanakan: 

a. penetapan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan; 

b. penetapan pedoman formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan; 

c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan; 

d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Polisi Kehutanan; 

e. pengusulan batas usia pensiun jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan; 

f. sosialisasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan petunjuk 
pelaksanaannya; 

g. penetapan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionall teknis 
fungsional Polisi Kehutanan; 

h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis 
Polisi Kehutanan; 

i. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan; 

j. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Kehutanan; 

k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Polisi Kehutanan; 

I. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Polisi 
Kehutanan; 

m. monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan; 
dan 

n. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional 
Polisi Kehutanan. 



Ketentuan dapat mengikuti dan lulus uji kompetensi bagi Polisi 
Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( I ) ,  berlaku sejak 1 
Januari 2013. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Butir kegiatan Polisi Kehutanan tingkat Terampil yang dilaksanakan 
sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan, dinilai berdasarkan 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
55/KEPIM.PAN17/2003 dan harus sudah selesai dinilai paling lambat 
pada penilaian periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2012. 

BAB XI1 
KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini 
akan diatur kemudian oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri 
sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, 
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 201 1 tentang 
Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya. 

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka: 
a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 347lKpts-11/2003 tentang 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka 
Kreditnya; dan 

b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41 Tahun 
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi 
Kehutanan dan Angka Kreditnya; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal45 

Peraturan Bersama inj mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 t gust us 2011 



CONTOH : 
SURATKEPUTUSANPENGANGKATAN 
PERTAMA DALAM JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

Menimbang 

LAMPIRAN I : PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK. 14iMENHUT-11/2011 
NOMOR : 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 201 1 

KEPUTUSAN 
MENTERllGUBERNURlBUPATlNVALlKOTA*) 

NOMOR : .................................................................. 
TENTANG 

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ..... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi 
Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk rnengangkat Saudara ....................... 

.................................... dalam jabatan Polisi Kehutanan ; 
b ......................... ... ........................................................................................................................ 

...................................................................................................................... , 

Menainoat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang - - 
~om0;43 ~ a h u i  1999; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010: - ~ 

4. ~eraturan Pernerintah Nomor 9 ~ a h u n  2003 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

5 .  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor: 17 
Tahun 2011; 

6. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 
NK.14lMENHUT-1112011 dan Nornor 31 Tahun 201 1; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
....................... PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 

a. Nama 
b. NIP .................................................... 
c. Pangkaffgolongan ruanglTMT .................................................... 

........ ( ....................... ). 
KEDUA 
KETIGA 

KEEMPAT kan diadakan perbaikan 
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui 
dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

.... ................... Ditetapkan di .. .... 
.......................... pada tanggal 

NIP. 

TEMBUSAN : 
1. Menteri Kehutanan; 
2. Kepala Badan Kepegawalan NegaralKantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 
3. Kepala BKD ProvinsiIBKD KabupatenlKota atau BirolBagian Kepegawaian 

lnstansi van0 bersanakutanr*) 
4. Pejabat yani  berwen:ng rneneta~kan angka kredit; 
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala B~rolBagian Keuangan Daerah 

yang bersangkutan;*) 
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu 



CONTOH : 
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN 
PERPINDAHAN DARl JABATAN LAlN KEDALAM 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN II: PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK.14lMENHUT-IIl2011 
NOMOR : 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL: 22 AGUSTUS 201 1 

KEPUTUSAN 
MENTERllGUBERNURlBUPATlNVALlKOTA*) 

NOMOR : .................... ... ....................................... 
TENTANG 

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARl JABATAN LAlN 
KE DALAM JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

MENTERllGUBERNURlBUPATINVALIKOTA.') 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ............. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 201 1 tentang Jabatan Fungsional 
Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara 

...................... ............................. dalam jabatan Polisi Kehutanan ; 

Mengingat 1. Undang-Undang Namor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999; 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reforrnasi Birokrasi Nomor: 
17Tahun2011; 

6. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 
NK.14lMENHUT-I112011 dan Nomor 31 Tahun 2011; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ........................ mengangkat Pegawai Negeri Sipil: 

a. Nama .................................................... 
b. NIP .................................................... 
c. Pangkatlgolongan ruangfrMT .................................................... 
d. Unit kerja .................................................... 

.................. dalam jabatan .......................... dengan angka kredit sebesar .................... ) 
KEDUA .......................................................................................................... ") 
KETIGA ...................................................................................................................... **) 
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan 

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui 
dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di ..................... ..... 
pada tanggal ............................... 

NIP. 

TEMBUSAN : 
1. Menteri Kehutanan; 
2.  Kepala Badan Kepegawaian NegaraIKantor Regional BKN yang bersangkutan; ') 
3. Kepala BKD PropinsilBKD Kabupaten atau Kota atau BirolBagian Kepegawaian 

lnstansi yanq bersangkutan;') 
4 Pejaoat yang belwenang menetapnan ang6a krea~r 
5 Keoala Kantor Pe,avanan Peroendanaraan NeqaraIKepa a B~rolBag~an Ke~anqan Daerah 

yang bersangkutan;') 
- 

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan. 

*) Caret yang tidak perlu. 



LAMPIRAN Ill: PERATURAN BERSAMA CONTOH : 
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN 
DARl TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLl 

MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK. 1UMENHUT-II/ZOI 1 
NOMOR : 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 201 1 

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN 
JABATAN FUNGSIONAL ..................... DARl TERAMPIL KE AHLl 

NOMOR: ................................................... 
. . 

Instansi: .................................... Masa Pen~la~an: ....................................... 

ASLl disarnpaikan dengan hormat kepada: 
Kepala BKNlKantor Regional BKN yang bersangkutan 

Ternbusan disarnpaikan kepada: 
1 ........................ 
2. ....................... 
3. ....................... 
4. ....................... 
5. ....................... 
dst 

Ill 

Ditetapkan di ........................... 
Pada tanggal ............................ 

Dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terampil jenjang 
.............................. pangkat ............................... gol.ruang ................... ke jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan Ahli jenjang ................... pangkat ....................... gol.ruang .......... dengan angka kredit 
.......................... 

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan 
Angka Kredit 

Nama Lengkap 
NIP. .................................... 



CONTOH 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN IV-A PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR NK 14lMENHUT-11/2011 
NOMOR 31 TAHUN 2011 
TANGGAL 22 AGUSTUS 2011 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN PELAKSANA PEMULA 

Nomor: 

INSTANSI : .................................. ....... .... MASA PENllAlAN : 

1 4 1 Tempat dan Tanggal Lahir I 

Bulan ............. sld Bulan ............ Tahun .............. 

1 5 1 Jenis Kelam~n I 

NO 

1. 

2. 

3. 

1 6. 1 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya I 

KETERANGAN PERORANGAN 

Nama 

N I P  

Nomor Seri Kartu Pegawai 

1 9. 1 Masa Kerja golongan baru I 

7. 

1 10 1 Unit Kerja I 

Jabatan Polisi Kehutanan I TMT 

UNSUR YANG DlNlLAl 

8. 1 Masa Kerja golongan lama 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

ANGKA KREDIT MENURUT 

INSTANSI PENGUSUL I TIM PENllAl 

1 

I 

I C. lpendidikan dan pelatihan Prajabatan I I I 1 1 1  

1. 

I lpendid~kan dan pelatihan Prajabatan tingkat II 

JUMLAH 

2 

UNSUR UTAMA 

PENDlDlKAN 

LAMA 

3 

A 

BARU 

4 

Pendid~kan sekolah dan memperoleh ljazahlgelar 

1) 

JUMLAH 

5 

Sarjana MudaID~ploma Ill 

2) ~SMWSMA 

LAMA 

6 

BARU 

7 

JUMLAH 

8 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

UTAN, PEREDARAN HASlL HUTAN DAN PENGENDALIAN 

edaran hasil hutan 



UNSUR SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



NO 

1 

UNSUR YANG DlNlLAl 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGlATAN 

2 

ANGKA KREDIT MENURUT 

D. 

INSTANSI PENGUSUL 

2) 

LAMA 

3 

TIM PENlLAl 

Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung 
nilai-nilai penyempurnaan alau perbaikan 

LAMA 

6 

Pernbuatan buku pedomanl petunjuk pelaksanaanl petunjuk teknis di 
bidang Kepolisian Kehutanan 

Membual buku pedomanl petunjuk pelaksanaanl petunjuk teknis 
di bidang pengendalian ekosistem hutan 

BARU 

4 

JUMIAH 
5 

BARU 
7 

JUMLAH 
8 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



54 

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

*) Dicoret yang tidak perlu 



Ketua Tim Penilai, 

Ill 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 

..... 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 

..... 2. Surat pernyalaan telah melakukan kegiatan 

..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 

4. dan seterusnya 

......................... , .............................. 

NIP. 

Catatan Pejabat Pengusul : 

1 . . . . . . .  

2. ...... 

3. ...... 

4, dan seterusnya 

(jabatan ) 

(nama pejabat pengusul ) 

NIP. 

Catatan Anggota Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  

2 . . . . . . .  
3. ...... 
4, dan seterusnya ......................... , .............................. 

( Nama Penilai I ) 

NIP. 

......................... , .............................. 

(Nama Penilai II ) 

NIP. 

Catatan Ketua Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  
2 . . . . . . .  
3. ...... 
4, dan seterusnya 

( N a m a  ) 

NIP. 



CONTOH : 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN IV-B : PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK. 14lMENHUT-II/ZO11 
NOMOR : 31 TAHUN 2011 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIl 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN PELAKSANA 

Nornor: 

INSTANSI : .................... .. ................... MASA PENlLAlAN : 

Bulan ............. sld Bulan ............ Tahun 

KETERANGAN PERORANGAN I 
I I I Nama I 

m a n  yang dlperhitungkan angka kred~tnya I 

2. 

3. 

4. 

5.  

r 7.  1 Jabatan ~ o l i s i  Kehutanan I TMT I 

N I P  

Nomor Seri Kartu Pegawai 

Tempat dan Tanggal Lahir 

Jenis Kelamin 

r8. I Masa Ke j a  golongan lama I 
9. 

10. 

n rnemperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkal II 

Masa Ke j a  golongan baru 

Unit Kerja 

NO 

1 

I 

UNSUR YANG DlNlLAl 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

2 

UNSURUTAMA 

ANGKA KREDIT MENURUT 

INSTANSI PENGUSUL 

LAMA 

3 

TIM PENlLAl 

LAMA 

6 

BARU 

4 
JUMLAH 

5 
BARU 

7 
JUMLAH 

8 



N PEREDARAN HASlL HUTAN DAN PENGENDALIAN 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



I 
NO 

1 

II 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 

H. 

UNSUR YANG DlNlLAl 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

2 

UNSUR PENUNJANG 

1. 
2. 

3. 

Diploma II 

Sarjana MudaIDiploma Ill 

SarjanaIDiploma IV 

ANGKA KREDIT MENURUT 

Kegialan Penyelamatan (SAR) dikawasan hutan 

IMelakukan Penyelamatan (SAR) di kawasan Hutan 

INSTANSI PENGUSUL TIM PENlLAl 

JUMLAH 
5 

LAMA 
6 

LAMA 
3 

BARU 
4 

BARU 
7 

JUMLAt 
8 



61 

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 

3 Dicoret yang tidak perlu 



Ketua Tim Penilai. 

Ill 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 

..... 1. Surat pernyataan telah melakukan kegialan 

..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegialan 

..... 3. Surat pernyataan lelah melakukan kegialan 

4. dan seterusnya 

NIP. 

Catatan Pejabat Pengusul : 

1 . . . . . . .  

2 . . . . . . .  

3 . . . . . . .  

4, dan seterusnya 

Catatan Anggota Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  

2 . . . . . . .  

3 . . . . . . .  

4. dan seterusnya 

Catatan Ketua Tim Penilai : 

(jabatan ) 

(nama pejabat pengusul ) 

NIP. 

......................... , .............................. 

( Nama Penilai I ) 

NIP. 

......................... , .............................. 

(Nama Penilai I1 ) 

NIP. 

1 . . . . . . .  

2 . . . . . . .  

3. ...... 

4. dan seterusnya 

( N a m a )  

NIP. 



CONTOH 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDrr 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN IV-C PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR NK 141MENHUT-IV2011 
NOMOR 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL 22 AGUSTUS 201 1 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN PELAKSANA LANJUTAN 

Nomor: 

INSTANSI : ............................................. MASA PENlLAlAN : 

171 Tempat dan Tanggal Lah~r I 

Bulan ............. sld Bulan ............ Tahun ............. 

NO 

1. 

2. 

3. 

KETERANGANPERORANGAN 

Nama 

N I P  

Nomor Seri Kartu Pegawai 

5. Jen~s Kelarnin 

6. 

7. 

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya 

Jabatan Polisi Kehutanan i TMT 

8. 

UNSUR YANG DlNlLAl 

Masa Kerja golongan lama 

9. 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

Masa Kerja golongan baru 

10 Unit Kerja 





UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

kehutanan yang dipublikas~kan : 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

Menjadi anggota organisasi profesi di : 

Polisi Kehutanan 



UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



Butir Kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 

*) Dicoret yang tidak perlu 



Ketua Tim Penilai, 

Ill 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 

..... 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 

. . . . .  2 .  Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 

..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 

4. dan seterusnya 

......................... , .............................. 

NIP. 

Catatan Pejabat Pengusul : 

1 . . . . . . .  

2. ...... 

3. ...... 
4. dan seterusnya 

( jabatan ) 

(nama pejabat pengusul ) 
NIP. 

Catatan Anggota Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  
2 . . . . . . .  
3. ...... 
4. dan seterusnya ......................... , .............................. 

( Nama Penilai I ) 

NIP. 

......................... , .............................. 

(Nama Penilai II ) 

NIP. 

Catatan Ketua Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  
2 . . . . . . .  
3 . . . . . . .  

4,  dan seterusnya 

( N a m a  ) 

NIP. 



CONTOH : 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN IV-D PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR NK 141MENHUT-III2011 
NOMOR 31 TAHUN 2011 
TANGGAL 22AGUSTUS 2011 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN PENYELIA 

Nomor: 

INSTANSI : ........................................... MASA PENlLAlAN : 

Bulan ......... sld Bulan .......... Tahun .... .. .......... 

1 3. 1 Nomor Seri Kartu Pegawai I 

NO 

1. 

1 4. 1 TemDat dan Tanqaal Lahir I 

KETERANGAN PERORANGAN 

Nama 

2. I N I P  

1 7 1 Jabatan Pol~si Kehutanan 1 TMT I 

5.  

1 8 1 Masa Ker~a qolonaan lama I 

Jenis Kelamin 

6. 1 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya 

I I UNSUR YANG DlNlLAl I 

9 Masa Kerja golongan baru 

6) llamanya antara 30-80 jam 

7) llamanya kurang dar~ 30jam 

C Pend~d~kan dan Delatlhan Pra~abalan 

NO 

1 

I 

Pendidikan dan pelat~han Prajabatan ltngkat II 

2. ~PENYIAPAN PRAKONDISI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN I I I I I I 

10. 

I I HUTAN, PEREDARAN HASlL HUTAN DAN PENGENDALIAN 
KEBAKARAN 

Unit Kerja 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

2 

UNSURUTAMA 

ANGKA KREDIT MENURUT 

A. Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan 
kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran) 

1) I ~ e n ~ u s u n  rancangan kebijakan lingkup Unit kerja 

I ISebaaai anaaota 

INSTANSI PENGUSUL 

LAMA 
3 

TIM PENIMI 

LAMA 
6 

BARU 
4 

JUMLAt' 
5 

BARU 
7 

JUMLAH 
8 



UNSUR SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

udaralpelabuhan laut 

eredaran hasil hutan 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

it Jabatan Fungsional 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



77 

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 

*) Dicoret yang tidak perlu 



Ill 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 

..... 1. Surat pernyataan telah rnelakukan kegiatan 

..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 

..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 

4. dan seterusnya 

......................... , .............................. 

NIP. 

Catatan Pejabat Pengusul : 

1 . . . . . . .  

2. . . . . . .  

3. ...... 

4. dan seterusnya 

( jabatan ) 

(nama pejabat pengusul ) 

NIP. 

Catatan Anggota Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  

2. ...... 

3. ...... 

4. dan seterusnya ......................... , .............................. 

( Nama Penilai I ) 
NIP. 

......................... , .............................. 

(Nama Penilai II ) 
NIP. 

Catatan Ketua Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  

2 . . . . . . .  

3. ...... 

4, dan seterusnya 
Ketua Tim Penilai. 

( N a m a  ) 

NIP 



CONTOH 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN V-A : PERATURAN BERSAMA 

MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAWN NEGARA 
NOMOR : NK. 14IMENHUT-III2011 
NOMOR : 31 TAHUN 2011 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDlT 

JABATAN POLlSl KEHUTANAN PERTAMA 

Nomor : 

INSTANS1 : .......................................... MASA PENlLAlAN : 

Bulan ............ s/d Bulan ............ Tahun ................ 

NO I KETERANGAN PERORANGAN 1 

1 5. 1 Jenis Kelamin I 

3. Nomor Sen Kartu Pegawai 

1 8. 1 Masa Kerja golongan lama I 

4. 1 Tempat dan Tanggal Lahir 

6. 

1 9. 1 Masa Kerja golongan baru I 

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya 

7 1 Jabalan Polisi Kehutanan / TMT -1 

I..-) ANGKA KREDIT MENURUT I 

10. Unit Kerja 

6) llamanya antara 30-80 jam 

7) llamanya kurang dari 30 jam I 

- 

NU 

1 

C. I~endidikan dan pelatihan Prajabalan 

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat Ill 

J U M L A H  

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

2 

INSTANSI PENGUSUL 

 LAMA^ BARU 1 JUMLAH 
3 1 4 1 5  

TIM PENllAl 

LAMA 1 BARU~JUMLAH 
6 1 7 1  8 



UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

Menyusun rencana operasi lainnya (gangguan sahua, evakuas~ 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

encegahandan penanggulangan 

karya tulis 1 karya ilmiah hasil penelitian I pengkajian lsurvei 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

*) Dicoret yang tidak perlu 



Ketua Tim Penilai. 

Ill 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 

....... 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 

....... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 

....... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

6. dan seterusnya 
.................. , ............................... 

NIP. 

Catatan Pejabat Pengusul : 

1 . . . . . . .  

2 . . . . . . .  

3. ...... 

4. dan seterusnya 

Catatan Anggota Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  

2. ...... 

3. ...... 

4. dan seterusnya 

Catatan Ketua Tim Penilai : 

.................. , ............................... 

(jabatan ) 

(nama pejabat pengusul ) 

NIP. 

.................. , ............................... 

( Nama Penilai I ) 

NIP. 

.................. , ............................... 

(Nama Penilai II ) 

NIP. 

1 . . . . . . .  

2.  ...... 

3. ...... 

4. dan seterusnya 

( N a m a  ) 

NIP. 



CONTOH . 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 

JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN V-A : PERATURAN BERSAMA 

MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR : NK. 14/MENHUT-11/2011 
NOMOR : 31 TAHUN 2011 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 201 1 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 

JABATAN POLlSl KEHUTANAN MUDA 

Nomor ' 

INSTANSI : ........................ .. ................ MASA PENllAlAN : 

Bulan ............... sld Bulan ............ Tahun ......... 

NO KETERANGAN PERORANGAN I 
I 1. I Nama 

1 3. 1 Nomor Seri Kartu Pegawai I 

I 

2 N I P  

4. 

1 8. 1 Masa Keria qolonqan lama I 

Tempat dan Tanggal Lahir 

6. 

5. 1 Jenis Kelamin 

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya 

I UNSUR YANG DlNllAl 

7. 1 Jabatan Polisi Kehutanan / TMT 

9 Masa Kerja golongan baru 

10 1 Un~ t  Kerja 

NO 

1 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

2 

ANGKA KREDIT MENURUT 

INSTANSI PENGUSUL 

LAMA 1 BARU 1 JUMLAH 

3 1  4 1 5  

TIM PENlLAl 

LAMA 1 BARU~ JUMLAH 

6 1 7 1  8 



UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

ngamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

AMANAN KAWA 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

onflik satwa liar 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

lmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

olisi Kehutanan 
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

*) Dicoret yang tidak perlu 



Ill 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 

....... 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ....... 

....... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

6. dan seterusnya 

.................. , ............................... 

NIP. 

Catatan Pejabat Pengusul : 

1 . . . . . . .  

2 . . . . . . .  

3. ...... 

4. dan seterusnya .................. , ............................... 

(jabatan ) 

(nama pejabal pengusul ) 

NIP. 

Catatan Anggota Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  

2 . . . . . . .  

3. ...... 

4. dan seterusnya 

.................. , ............................... 

( Nama Penilai I ) 

NIP. 

.................. , ............................... 

(Nama Penilai II ) 

NIP. 

Catatan Ketua Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  

2 . . . . . . .  

3 . . . . . . .  

4, dan seterusnya 

Ketua Tim Penilai. 

( N a m a  ) 

NIP. 



CONTOH : 
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 

JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN V-C : PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK. 141MENHUT-11/2011 
NOMOR : 31 TAHUN 2C)Il 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2011 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDlT 

JABATAN POLlSl KEHUTANAN MADYA 

Nomor : 

MASA PENllAlAN : 

Bulan ............ sld Bulan ............ Tahun 

1 3. 1 Nomor Seri Kartu Peqawai I 

1 6. 1 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya I 

4. 

1 7 1 Jabatan P o l ~ s ~  Kehutanan / TMT I 

Tempat dan Tanggal Lahir 

5. 1 Jenis Kelamin 

I UNSUR YANG DlNlLAl 

8. 

9. 

10. 

I I ANGKA KREDIT MENURUT 

Masa Kerja golongan lama 

Masa Kerja golongan baru 

Unit Kerja 

NO 

.I 

I I I 
1,  ~PENDIDIKAN 

A. I~endidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar 

I. 

Pendidikan dan pelatihan Prajabalan 

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat Ill 

J U M L A H  

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

2 

UNSUR UTAMA 

Pendidikan dan pelatihan Prajabalan 

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat Ill 

INSTANSI PENGUSUL 

LAMA 

TIM PENIIAI 

LAMA 
-4 I 4 1 5  

BARU JUMLAH 
f i 1 7 1  R 

BARU JUMLAH 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran) 





NO 

1 

idang Kepolisian Kehutanan 

UNSUR YANG DlNlLAl 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

2 

ANGKA KREDIT MENURUT 

1) 

2 )  

INSTANSI PENGUSUL 

Membuat karya tulis I karya ilmiah hasil penelitian 1 pengkajian 
Isuwei I evaluasi di bidang kehulanan yang dipublikasikan : 

LAMA 

3 

TIM PENllAl 

a. 

b. 

LAMA 

6 

dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara 
nasional 

dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP1 

BARU 

4 

Membuat karya tulis I karya ilrniah hasil penelitian I pengkajian 

BARU 

7 

JUMLAH 

5 

JUMLAH 

8 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



*) Dicoret yang tidak perlu 



Ill 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 

....... 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 

....... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 

....... 3. Surat pernyalaan melakukan kegiatan 

4. Surat pernyalaan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

6. dan seterusnya 

.................. , ............................... 

NIP. 

Catatan Pejabat Pengusul : 

1 . . . . . . .  

2 . . . . . . .  

3. ...... 

4. dan seterusnya 

.................. , ............................... 

(jabatan ) 

(nama pejabat pengusul ) 

NIP. 

Catatan Anggota Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  

2. ...... 

3 . . . . . . .  

4, dan seterusnya 

.................. , ............................... 

( Nama Penilai I ) 

NIP. 

.................. , ............................... 

(Nama Penilai II ) 

NIP. 

Catatan Ketua Tim Penilai : 

1 . . . . . . .  
2. ...... 
3. ...... 
4. dan seterusnya 

Ketua Tim Penilai, 

( N a m a  ) 
NIP. 



CONTOH : LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA 
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGlKUTl MENTERI KEHUTANAN DAN 
PENDlDlKAN DAN PELATIHAN POLlSl KEHUTANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR : NK. 14lMENHUT-11/2011 
NOMOR : 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 201 1 

SURAT PERNYATAAN 

TELAH MENGlKUTl PENDlDlKAN DAN PELATIHAN POLlSl KEHUTANAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Pangkaffgolongan ruang 
Jabatan 
Unit kerja 

Menyatakan bahwa: 

Nama 
NIP 
Pangkat/golongan ruangrrMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Polisi Kehutanan sebagai berikut: 

Dernikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Atasan langsung 

NIP. ..................... 



CONTOH IAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA 
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEGIATAN PRAKONDlSl PERLINDUNGAN DAN KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
PENGAMANAN HUTAN, PEREDARAN HASlL HUTAN NOMOR NK IWMENHUT-III2011 
DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN NOMOR 31 TAHUN 2011 

TANGGAL 22 AGUSTUS 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PRAKONDlSl PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN, 

PEREDARAN HASlL HUTAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Narna .............................................................................. 
NIP .............................................................................. 
Pangkatlgolongan ruang/TMT .............................................................................. 
Jabatan .............................................................................. 
Unit kerja .............................................................................. 

Menyatakan bahwa: 

Nama 
NIP .............................................................................. 
Pangkaffgolongan ruang/TMT .............................................................................. 
Jabatan .............................................................................. 
Unit kerja .............................................................................. 

Telah melakukan kegiatan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan 
dan pengendalian kebakaran sebagai berikut: 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

Atasan langsung 
NIP.. .................... 



CONTOH IAMPIRAN Vlll PERATURAN BERSAMA 
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
KAWASAN PEREDARAN HASlL HUTAN SERTA NOMOR NK IYMENHUT-III201 1 
PENGENDALIAN KEBAKARAN NOMOR 31 TAHUN 201 1 

TANGGAL 22 AGUSTUS 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN, PEREDARAN 

HASlL HUTAN SERTA PENGENDALIAN KEBAKARAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Pangkaffgolongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Menyatakan bahwa: 
Narna 
NIP 
Pangkaffgolongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Telah melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan serta 
pengendalian kebakaran sebagai berikut: 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagairnana rnestinya. 

Atasan langsung 
NIP.. .................... 



CONTOH : 
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN 
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI 

LAMPIRAN IX . PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK. 14IMENHUT-11I2011 
NOMOR : 31 TAHUN 2011 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruangnMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Menyatakan bahwa: 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit kerja 

Telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai berikut: 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Atasan langsung 
NIP ...................... 



CONTOH LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA 
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN MENTERI KEHUTANAN DAN 
PENGEMBANGAN PROFESI POLlSl KEHUTANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR NK IWMENHUT-III2011 
NOMOR 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL 22 AGUSTUS 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama ............................................................................. 
NIP ............................................................................. 
Pangkatlgolongan ruang/TMT ............................................................................. 
Jabatan ............................................................................. 
Unit kerja ............................................................................. 

Menyatakan bahwa: 

Nama ............................................................................. 
NIP ............................................................................. 
Pangkatlgolongan ruang/TMT ............................................................................. 
Jabatan ............................................................................. 
Unit kerja ............................................................................. 

Telah rnelakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Atasan langsung 
NIP.. .................... 



CONTOH : 
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN 
KEGlATAN PENUNJANG POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR NK 141MENHUT-IIRO11 
NOMOR 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL 22 AGUSTUS 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGlATAN PENUNJANG POLlSl KEHUTANAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama ............................................................................. 
NIP ............................................................................. 
Pangkaffgolongan ruanglTMT ............................................................................. 
Jabatan ............................................................................. 
Unit kerja ............................................................................. 

Menyatakan bahwa: 

Nama ............................................................................. 
NIP ............................................................................. 
Pangkaffgolongan ruanglTMT ............................................................................. 
Jabatan ............................................................................. 
Unit kerja ............................................................................. 

Telah melakukan kegiatan penunjang Polisi Kehutanan sebagai berikut: 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

........................... ..................................... 

Atasan langsung 
NIP ..................... 



CONTOH : 
PENETAPAN ANGKA KREDIT 

LAMPIRAN XII: PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK. 14lMENHUT-11/2011 
NOMOR : 31 TAHUN 2011 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 201 1 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 
NOMOR: ........................... 

Instansi: .................................... Masa Penilaian: ................. sid .................. 

............. ................... DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DlNAlKKAN DALAM JABATAN .... I 
................................................................... .................................................. PANGKAT 1 TMT 

ASLl disampaikan dengan hormat kepada: 
Kepala BKN Up. Deputi Bidang lnformasi Kepegawaian 

TEMBUSAN disampaikan kepada: 
1. Polisi Kehutanan yang bersangkutan; 
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; 
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 
4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. 

Ditetapkan di ........................... 
Pada tanggal .................. ..... .. 

Nama Lengkap 
NIP. ............................. 



CONTOH : 
SURAT PERINGATAN 

LAMPIRAN Xlll : PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK 14lMENHUT-I112011 
NOMOR : 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL 22 AGUSTUS 201 1 

SURAT PERINGATAN 

Nomor : 

D A R l  ................................................................................. 
KEPADA YTH. ............................................................................... 
ALAMAT ............................................................................... 
TANGGAL ............................................................................... 

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa : 
Nama ................................................................................................. 
NIP ................................................................................................. 
PangkatlGol. ruang : ............................................................................................. 
Jabatan ................................................................................................. 
Unit kerja ................................................................................................. 
sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ...................... tahun menduduki 
jabatan ............ ... ................ tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang 

........................... ..................... ditentukan sejumlah .... 

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 201 1 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan 
Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara Nomor: NK.14lMENHUT-III2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 diminta agar Saudara 
dapat rnemenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan. 

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan 
sementara dari Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. 

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagairnana mestinya. 

Ditetapkan di : ....................... 
pada tanggal : ......................... 

NIP. 

Ternbusan : 
1. Kepala BKNiKepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; ') 
2. KeDala BirolBagian Kepegawaian InstansiiBadan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *) 
3. pimpinan unit kkrja ~olisikehutanan yang bersangkutan; 
4. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

*) Coret yang tidak perlu 



CONTOH : 
PEMBEBASAN SEMENTARA DARl 
JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK. 141MENHUT-III2011 
NOMOR : 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL: 22 AGUSTUS 201 1 

KEPUTUSAN 
MENTERI/GUBERNURlBUPATl/WALlKOTA 

NOMOR : ............................... 
TENTANG 

PEMBEBASAN SEMENTARA DARl JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

Menirnbang : a. bahwa Saudara .............. NIP ................... jabatan .................. pangkaffgolongan 
ruang ..................... terhitung mulai tanggal .................. berdasarkan keputusan 

.......... ................ pejabat yang berwenang Nornor tanggal ; 

b. bahwa untuk tertib adrninistrasi dan rnenjarnin kualitas profesionalisrne Pegawai Negeri 
Sipil dalarn Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, dipandang perlu rnernbebaskan 
sernentara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Polisi Kehutanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 sebagairnana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nornor 43 Tahun 1999; 

2. Peraturan Pernerintah Nornor 7 Tahun 1977 sebagairnana telah tiga belas kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor 11 Tahun 201 1; 

3. Peraturan Pernerintah Nornor 53 Tahun 2010; 
4. Peraturan Pernerintah Nornor 16 Tahun 1994 sebagairnana telah diubah dengan 

Peraturan Pernerintah Nornor 40 Tahun 2010; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagairnana telah diubah dengan 

Peraturan Pernerintah Nomor 63 Tahun 2009; 
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reforrnasi Birokrasi 

Nomor 17 Tahun 201 1; 
7. Peraturan Bersarna Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nornor 

NK.1WMENHUT-III2011 dan Nornor 31 Tahun 201 1; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 
PERTAMA : Terhitung rnulai tanggal ................................................ rnernbebaskan sernentara dari 

jabatan Polisi Kehutanan: 
a. Narna ................................................. 
b. NIP ................................................. 

................................................ c. PangkaffGolongan ruang/TMT : 
d. Unit Kerja ................................................. 

KEDUA ....................................................................................................................... **) 
KETIGA : Apabila kernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalarn keputusan ini, akan diadakan 

perbaikan dan perhitungan kernbali sebagairnana rnestinya. 

Asli Keputusan ini disarnpaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 
diketahui dan diindahkan sebagairnana rnestinya. 

Ditetapkan di : ....................... 
pada tanggal : ...................... 

NIP 

TEMBUSAN : 
1. Menteri Kehutanan; 
2. Keoala Badan Ke~eaawaian Neaaral Kantor Reqional BKN yang bersangkutan;*) - . - 
3. pkpinan lnstans; y&g bersangkutan; 
4. Kepala BKD ProvinsilBKD KabupatenIKota atau BirolBagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*) 
5. Pejabat yang benvenang rnenetapkan angka kredit; 
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraiKepala BiroIBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan:) 

) Coret yang tidak perlu. 
*^) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 



CONTOH : 
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI 
DALAM JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN XV: PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK.14lMENHUT-III2011 
NOMOR : 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 201 1 

KEPUTUSAN 
MENTERI/GUBERNURIBUPATINVALIKOTAn) 

NOMOR : .................................................................. 
TENTANG 

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

.......... Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nornor: 17 Tahun 2011 tentang Jabatan 
Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk rnengangkat 
kembali Saudara ..................... dalam jabatan Polisi Kehutanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang - - 
N0m0rb3 Tahun 1999; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah 
terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1 ; 

3. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nornor 40 Tahun 2010; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reforrnasi Birokrasi 
Nomor 17 Tahun 201 1; 

6. Peraturan Bersarna Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 
NK.14IMENHUT-11/2011 dan Nornor 31 Tahun 201 1; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .................................. rnengangkat kernbali Pegawai Negeri Sipil: 

a. Nama .................................................... 
b. NIP .................................................... 
c. Pangkatlgolongan ruangITMT .................................................... 
d. Unit kerja .................................................... 

...................... ............................. dalarn jabatan dengan angka kredit sebesar (................. ). 
KEDUA ..................................................................................................... **I 
KETIGA : Apabila kernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan 

perbaikan dan perhitungan kernbali sebagaimana rnestinya. 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

........................ Ditetapkan di 
pada tanggal ........................ 

NIP 

TEMBUSAN : 
1. Menteri Kehutanan; 
2. Kepala Badan Kepegawalan NegaraIKantor Reg~onal BKN yang bersangkutan; *) 
3. Kepala BKD Proplnsi/BKD Kabupaten atau Kota atau BlroIBaglan Kepegawalan 

Instansi yang bersangkutan;*) 
4. Pejabat yang berwenang rnenetapkan angka kredlt; 
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraIKepala Blro/Baglan Keuangan Daerah yang be~ngkutan;*) 
6. Pejabat Instans1 lam yang berkepent~ngan. 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penarnbahan dikturn yang dianggap perlu. 



CONTOH : 
SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN 
DARl JABATAN POLlSl KEHUTANAN 

LAMPIRAN XVI: PERATURAN BERSAMA 
MENTERI KEHUTANAN DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : NK. 14lMENHUT-1112011 
NOMOR : 31TAHUN2011 
TANGGAL : 22 AGUSTUS 201 1 

KEPUTUSAN 
MENTERllGUBERNURlBUPATI/WALIKOTA *) 

NOMOR : .............................. 
TENTANG 

PEMBERHENTIAN DARIJABATAN POLISI KEHUTANAN 
KARENA DlJATUHl HUKUMAN DlSlPLlN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI 

KEKUATAN HUKUM TETAPlTlDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN 
MENTERllGUBERNURiBUPATl/WALIKOTA,*) 

Menimbang : a, bahwa Saudara .............. NIP ............... jabatan ............... pangkatlgolongan ruang ............ 
terhitung mulai tanggal .................. berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor 
.................................. tanggal ................................. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat 
beravdinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalarn jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
dibebaskan sementara *); 

b, bahwa untuk tertib adrninistrasi dan menjamin kualitas profesionalisrne Pegawai Negeri Sipil 
dalam jabatan Polisi Kehutanan, dipandang perlu mernberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan dari jabatan Polisi Kehutanan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 
43 Tahun 1999; 

2. Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 201 1; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 
5. Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2003 sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 

Pernerintah Nomor 63 Tahun 2009; 
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 

Tahun 2011; 
7. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

NK.14lMENHUT-Ill2011 dan Nomor 31 Tahun 2011; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
........ . . . . . . . . . . .  PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mernberhent~kan dengan hormat dari 

Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan : 
a. Nama .......................................................................... 
b. NIP .......................................................................... 
c. PangkaUGolongan ruangrrMT .......................................................................... 
d. Unit Kerja .......................................................................... 

KEDUA ................................................................................................................................................... **) 
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan 

dan perhitungan kernbali sebagaimana rnestinya. 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan 
diindahkan sebagaimana rnestinya. 

Ditetapkan di ............................ 
pada tanggal ............................ 

NIP. 

TEMBUSAN : 
1. Menteri Kehutanan; 
2. Kepala Badan Kepegawaian Ne aral Kantor Regional BKN yang bersangkutan;') 
3. Pimpinan lnstansl yan bersangfutan; 
4. Kepala BKD Propinsi18~D Kabupaten atau Kota a!au BirolBagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;') 
5. Pejabat ang berwenang meneta kan an ka kredlt; 
6. Kepala zantor Perbendaharaan 8an Kas \egaral~epala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.") 

*) Coret yang tidak perlu. 
) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 



CONTOH LAMPIRAN XVll . PERATURAN BERSAMA 
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAlANllNPASSlNG MENTERI KEHUTANAN DAN 
DAIAM JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
DAN ANGKA KREDITNYA NOMOR NK 141MENHUT-Ill2011 

NOMOR 31 TAHUN 201 1 
TANGGAL 22 AGUSTUS 201 1 

KEPUTUSAN 
MENTERllGUBERNURlBUPATI/WALIKOTA*) 

.................................................................. NOMOR : 
TENTANG 

PENYESUAlANllNPASSlNG DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT POLlSl KEHUTANAN 

.................. ............... .............. Menimbang : a, bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor: ........., tanggal 
.............. terhitung mulai tanggal ................ telah ditugaskan melakukan kegiatan pada ........... ; 

b, bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan keputusan 
penyesuaianlinpassing dalam jabatan dan angka kredit Polisi Kehutanan; 

Menaingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah d~ubah dengan Undang-Undang 
~ 0 m 0 r b 3  ~ a h u n  1999; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

5 .  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 17 
Tahun 2011, 

6. Peraturan Bersama Menter~ Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor NK. 
14lMENHUT-I112011 dan Nomor 31 Tahun 201 1; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil: 

a. Nama 
b. NIP 
c. Pangkaffgolongan ruangrrMT 
d. Unit kerja 

..................................... dalam jabatan 

KEDUA . . . . . . .  

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan, diadakan perbaikan 
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui 
dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di .......................... 
pada tanggal ................... ... . 

NIP. 

TEMBUSAN : 
1 Aepala Baaan Aepegawalan hegaralKantor Reglanal BAN yang be~ang<~lan ') 
2 Aeoala BlroIBaa an Ke~eaawa an Instans18Baaan KeDeQaWa an Daerah (BKD) yana bersanawtan ') . - . - 

lniansi yang bgrsangkutan;') 
3. Pejabat yang belwenang menetapkan angka kredit; 
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala BiroIBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;") 
5. Pejabal instansi lain yang berkepentingan. 

*) Caret yang tidak perlu 
") Di~si apabila ada penambahan d~ktum yang d~anggap perlu 



MENTERI NEGARA 
PEhWAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK Ih'DOh'ESIA 

PERATURAN MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BlROKRASl 

NOMOR 17 TAHUN 2011 

TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI, 

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: 551KEPIM.PANI712003 tentang Jabatan Fungsional Polisi 
Kehutanan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan 

tuntutan pelaksanaan tugas perlindungan dan pengamanan hutan 
serta peredaran hasil hutan, pengembangan karier dan peningkatan 

profesionalitas Polisi Kehutanan; I 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu mengatur kembali jabatan fungsional Polisi Kehutanan 
dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawa~an (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
3041), sebagaimana telah drubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 3890); 



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 3419); 

3. Undang-Undang Nomor 41 ~ a h u n  1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3000) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjad~ 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
441 2); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2005 Nomor 108); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
PemberhentianIPemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2797); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 31); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Rep~blik lndonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5121); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4332); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4192); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 
Republ~k lndonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran 
Negara Republ~k lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan 
dan Pelat~han Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4019); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 
Nomor 164); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 
Hutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 
147, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4453); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang D~s~plin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 51 35); 



15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rurnpun 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan 

16.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian 

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah ernpat kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008. 

Memperhatikan : I .  Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S.357lMenhut- 

II/Peg12010 tanggal 6 Juli 201 0; 

2. Pertirnbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat 

Nomor K.26-30N.322-1/93 tanggal 21 Oktober 2010; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG JABATAN 

FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam 

lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai 

dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau 

melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang- 

Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan 

dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosisternnya yang 

diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

2. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan 

instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat 

pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha 

perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan 

wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 



3. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan 

secara terpadu. 

4. Kepolisian Khusus Kehutanan yang disebut dengan Kepolisian 

Kehutanan adalah segala ha1 ikhwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan kelembagaan polisi kehutanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi 

Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya rnempergunakan 

prosedur dan teknik kerja tertentu. 

6. Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan 

yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu 

pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu. 

7. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah 

tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan. 

8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau 

akunulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat 

fungsional Polisi Kehutanan dalam rangka pembinaan karier yang 

bersangkutan. 

9. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan 

dan hasil kajianlpenelitian yang disusun oleh perorangan atau 

kelornpok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan 

menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, 

deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran 

pernecahannya. 

10.Tanda jasalpenghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan 

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau 

organisasi ilmiah nasionallregionallinternasional yang diakui oleh 

masyarakat ilmiah. 

1l.Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan 

tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang 

kehutanan dan etika profesi di bidang kepolisian kehutanan. 



BAB II 
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK 

Bagian Pertama 
Rumpun Jabatan 

Pasal2 

Jabatan fungsional Polisi Kehutanan termasuk dalam rumpun penyidik 

dan detektif. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 
Pasal3 

(1) Polisi Kehutanan merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan 
sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan 
hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan pada instansi 
pemerintah baik pusat maupun daerah. 

(2) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

jabatan karier. 

Bagian Ketiga 
Tugas Pokok 

Pasal4 

Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, 

mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan 

kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan 
peredaran hasil hutan. 

BAB Ill 

lNSTANSl PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA 

Pasal5 

lnstansi Pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah 

Kementerian Kehutanan 

Pasal6 

lnstans~ Pembina sebaga~mana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai 
kewajiban sebagai benkut: 

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan; 

b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan; 



c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Polisi 

Kehutanan; 

d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Polisi Kehutanan; 

e. sosialisasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan serta petunjuk 
pelaksanaannya; 

f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis 
fungsional Polisi Kehutanan; 

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis 
fungsional Polisi Kehutanan; 

h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan; 

i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Kehutanan; 

j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Polisi Kehutanan; 

k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik 
Polisi Kehutanan; dan 

I. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Polisi 
Kehutanan. 

BAB IV 

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

Pasal 7 

Unsur dan sub unsur kegiatan Polisi Kehutanan yang dapat dinilai 
angka kreditnya, terdiri dari: 

1. Pendidikan, meliputi: 

a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar; 

b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian 

kehutanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan 
dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 

c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan. 

2. Penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, 
peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, meliputi: 

a. Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan 
pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau 

pengendalian kebakaran); 



b. Evaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan 
atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran); 

c. Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan 
pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau 
pengendalian kebakaran); 

d. Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan 
kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian 

kebakaran); 

e. Penyusunan Petunjuk Operasional (perlindungan dan 
pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau 
pengendalian kebakaran); 

f. Penyusunan Rencana Operasi Kegiatan Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan; dan 

g. Penyusunan Rencana kerja personal Polisi Kehutanan. 

3. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan, Peredaran Hasil Hutan 
serta Pengendalian Kebakaran, meliputi: 

a. pelaksanaan tindakan preemtif terhadap kerusakan dan 
gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan; 

b. pelaksanaan tindakan prevent~f terhadap kerusakan dan 

gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan; 

c. operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan 
atau peredaran hasil hutan; 

d. operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau 
peredaran hasil hutan; 

e. pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan; 

f. penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat; dan 

g. register perkara dan sistem informasi bidang kepolisian 
kehutanan. 

4. Monitoring dan Evaluasi, meliputi; 

a. Monitoring; dan 

b. Evaluasi. 

5. Pengembangan profesi, meliputi: 

a. pembuatan karya tulisfkarya ilmiah di bidang kepolisian 
kehutanan; 



b. penerjernahanlpenyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang 
kepolisian kehutanan; 

c. perurnusan sistern kepolisian kehutanan; 

d. pembuatan buku pedornanlpetunjuk pelaksanaanl petunjuk 
teknis di bidang kepolisian kehutanan; dan 

e. peningkatan kegiatan pengernbangan diri di bidang kepolisian 
kehutanan (studi banding, pertukaran Polisi Kehutanan antar 
regional dan negara, kunjungan kerja, magang). 

6. Penunjang kegiatan Polisi Kehutanan, rneliputi: 

a. pengajartpelatih di bidang kepolisian kehutanan; 

b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang kepolisian 
kehutanan; 

c. keanggotaan dalam organisasi profesi; 

d. keanggotaan dalarn satuan khusus perlindungan dan 
pengarnanan hutan (SMART atau SPORC); 

e. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional 
Polisi Kehutanan; 

f. perolehan piagam kehorrnatan dan penghargaan; 

g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; 

h. perolehan gelar kehorrnatan akademis; dan 

i. kegiatan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan. 

BAB V 

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT 

Pasal8 

(1) Jabatan fungsional Polisi Kehutanan, terdiri dari: 

a. Polisi Kehutanan Terarnpil; dan 

b. Polisi Kehutanan Ahli. 

(2) Jenjang jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terarnpil dari yang 
terendah sarnpai dengan yang tertinggi, yaitu: 

a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula; 

b. Polisi Kehutanan Pelaksana; 

c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan; dan 

d. Polisi Kehutanan Penyelia. 



(3) Jenjang jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli dari yang terendah 
sarnpai dengan yang tertinggi, yaitu: 

a. Polisi Kehutanan Pertama; 

b. Polisi Kehutanan Muda; dan 

c. Polisi Kehutanan Madya. 

(4) Jenjang pangkat Polisi Kehutanan Terampil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: 

a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula: 

Pengatur Muda, golongan ruang Illa. 

b. Polisi Kehutanan Pelaksana: 

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang Ilib; 

2. Pengatur, golongan ruang Illc; dan 

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang Illd. 

c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan: 

1. Penata Muda, golongan ruang Illla; dan 

2'. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb. 

d. Polisi Kehutanan Penyelia: 

1. Penata, golongan ruang Illlc; dan 

2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illld 

(5) Jenjang pangkat Polisi Kehutanan Ahli sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: 

a. Polisi Kehutanan Pertama: 

1. Penata Muda, golongan ruang Illla; dan 

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb. 

b. Polisi Kehutanan Muda: 

1. Penata, golongan ruang Illlc; dan 

2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illld. 

c. Polisi Kehutanan Madya: 

1. Pernbina, golongan ruang IVIa; 

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb; dan 

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc. 

(6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan 
Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. 



(7) Penetapan jenjang jabatan Polisi Kehutanan untuk pengangkatan 
dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang 
dirniliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit. 

(8) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang 
jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5). 

BAB VI 

RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl DALAM 
PEMBERIAN ANGKA KREDIT 

Pasal9 

(1) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan Terampil sesuai dengan jenjang 
jabatan, sebagai berikut: 

a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, meliputi: 

1. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 

2. Melakukan inventarisasi potensi permasalahan; 

3. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan 
hutan; 

4. Menyiapkan saranalprasarana patroli darat; 

5. Melakukan penjagaan di pos jaga lpondok jagal pondok 
kerja; 

6. Melakukan penjagaan di pengawasan peredaran hasil hutan 
di terminal buslstasiun kereta api; 

7. Melakukan penjagaan barang bukti; 

8. Melakukan penjagaan di kapal patroli; 

9. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan 
lainnya; 

10. Melakukan penjagaan di pasar satwaltumbuhan; 

1 1. Melakukan patroli darat; 

12. Melakukan patroli perairan; 

13. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan; 

14. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan; 

15. Melakukan penangkapan tersangka; 

16. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
sebagai tersangka; 



17. Melakukan pengamanan barang bukti; 

18. Melakukan pengawalan barang bukti; 

19. Melakukan serah terima barang bukti; 

20. Mencari dan menangkap tersangka; 

21. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

22. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 

23. Melakukan ape1 siaga dalam rangka pencegahan kebakaran 
hutan dan atau lahan; 

24. Menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran 
hutan dan atau lahan; 

25. Membuat sekat bakar; 

26. Melaksanakan ground check hotspots; 

27. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
areal gambut; 

28. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
dataran tinggi; 

29. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
dataran rendah; 

30. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
padang rumput; dan 

31. Mengumpulkan data keamanan hutan dan kawasan. 

b. Polisi Kehutanan Pelaksana, meliputi: 

1. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 

2. Anjangsanalkunjungan ke tokoh masyarakat; 

3. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan 
hutan; 

4. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut 
yang ada di bawahnya; 

5. Menyiapkan saranalprasarana patroli peralran; 

6. Melakukan penjagaan di pos jagalpondok jagalpondok kerja; 

7. Melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasrl hutan di 
termlnal buslstas~un KA; 

8. Melakukan penjagaan barang buktl; 

9. Melakukan penjagaan di kapal patroll; 



10. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan 
lainnya; 

11. Melakukan penjagaan di pasar satwaltumbuhan; 

12. Melakukan patroli daratan; 

13. Melakukan patroli perairan; 

14. Melakukan patroli udara; 

15. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa 

pada tempatlagen pengumpul tumbuhan dan satwa; 

16. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan; 

17. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan; 

18. Melakukan penangkapan tersangka; 

19. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 

sebagai tersangka; 

20. Melakukan pengamanan barang bukti; 

21. Melakukan pengawalan barang bukti; 

22. Melakukan serah terima barang bukti; 

23. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti; 

24. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti; 

25. Melakukan penangananlolah TKP; 

26. Memanggil tersangkalsaksi dalam proses penyidikan; 

27. Mencari dan menangkap tersangka; 

28. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 

29. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 

30. Melakukan penahanan tersangka; 

31. Menitipkan tersangka; 

32. Menitipkan barang bukti; 

33. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

34. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 

35. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 

36. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21; 



37. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

38. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 

39. Melakukan ape1 siaga dalam pencegahan kebakaran hutan 
dan atau lahan; 

40. Melakukan pemeliharaan sekat bakar; 

41. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana; 

42. Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api), 

43. Melaksanakan ground check hotspots; 

44. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
areal gambut; 

45. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
dataran tinggi; 

46 Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
dataran rendah, 

47 Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
padang rumput, 

48. lnventarisasl areal bekas kebakaran; 

49. Pengumpulan bahan keterangan pasca kebakaran hutan; 

50 Melakukan penggiringanlpengusiran satwa; 

51. Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar; 

52. Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan 
atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak 
memlliki harapan hidup pada habitatnya; 

53. Menyusun register perkara; dan 

54. Mengolah data keamanan hutan dan kawasan. 

c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, meliputi, 

1. Mengevaluasl kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota; 

2. Mengevaluasi kebljakan tlngkat KabupatenlKota sebagai 
anggota; 

3. Menyusun rencana kerja personal Pollsi Kehutanan; 

4. Glad1 posko pengendalian perlindungan dan pengamanan 
hutan, 

5. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi 
Kehutanan yang ada dl bawahnya; 

6. Menyiapkan saranalprasarana patroli udara; 
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7. Melakukan penjagaan di pos jagalpondok jagalpondok kerja; 

8. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas 
kebakaran; 

9. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil 
hutan di bandar udaralpelabuhan laut; 

10. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil 
hutan di terminal buslstasiun kereta api; 

11. Melakukan penjagaan di care centerlpusat rehabilitasi 
satwalpusat penyelamatan satwa (PPS); 

12. Melakukan penjagaan di pusat informasi; 

13. Melakukan penjagaan barang bukti; 

14. Melakukan penjagaan di kapal patroli; 

15. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan 
lainnya; 

16. Melakukan penjagaan di pasar satwaltumbuhan; 

17. Melakukan patroli daratan; 

18. Melakukan patroli perairan; 

19. Melakukan patroli udara; 

20. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa 
pada penangkar tumbuhan dan satwa; 

21. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan; 

22. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan; 

23. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan; 

24. Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan; 

25. Melakukan penangkapan tersangka; 

26. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
sebagai tersangka; 

27. Melakukan pengawalan tersangka; 

28. Melakukan penyerahan tersangka; 

29. Melakukan pengamanan barang bukti; 

30. Menaksir volumelukuran barang bukti; 

31. Melakukan pengawalan barang bukti; 

32. Melakukan serah terima barang bukti; 

33. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti; 



34. Melakukan penyelidikanlinvestigasi tindak pidanal 
pelanggaran di bidang kehutanan; 

35. Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti; 

36. Melakukan penangananlolah TKP; 

37. Memanggil tersangkalsaksi dalam proses penyidikan; 

38. Mencari dan menangkap tersangka; 

39. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 

40. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 

41. Melakukan penahanan tersangka; 

42. Menitipkan tersangka; 

43. Menitipkan barang bukti; 

44. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

45. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 

46. Memperbaiki berkas perkara (PI  9) hingga P21; 

47. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

48. Menjadi saksi dalarn proses persidangan; 

49. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan; 

50. Melakukan ape1 siaga dalam rangka pencegahan kebakaran 
hutan dan atau lahan; 

51. Melaksanakan ground check hotspots; 

52. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
areal gambut; 

53. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
dataran tinggi; 

54. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
dataran rendah; 

55. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 
padang rumput; 

56. Membuat peta daerah rawan konflik; 

57. Melakukan penjagaan dalam penanganan satwa liar; 

58. Melakukan pemindahan dalam penanganan satwa liar; 

59. Melakukan pelepasliaran dalam penanganan satwa liar; 

60. Mengevakuasi rnasyarakat; 

61. Mengkompilasi register perkara; dan 

62. Membuat peta kerawanan hutan. 



d. Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi: 

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai 
anggota; 

2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat KabupatenIKota 
sebagai anggota; 

3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai 
anggota; 

4. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota, 

5 Mengevaluasi kebijakan tingkat KabupatenlKota sebagai 
anggota; 

6. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota, 

7. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksl 
W~layahIPengelolaan sebagai anggota; 

8. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang 
WilayahlPengelolaan sebagai anggota; 

9. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja 
sebagai anggota; 

10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup 
KabupatenIKota sebagai anggota; 

11. Menyusun program kerja lingkup Seksi W~layahIPengelolaan 
sebagai anggota; 

12. Menyusun program kerja lingkup Bidang 
W~layahIPengelolaan sebagai anggota; 

13. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai anggota; 

14. Menyusun program kerja lingkup KabupatenIKota sebagai 
anggota; 

15. Menyusun petunjuk operasional penjagaan; 

16. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 

17. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan 
hutan; 

18. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi 
Kehutanan yang ada di bawahnya; 

19. Melakukan penjagaan di pos jagalpondok jagalpondok kerja; 

20. Memantau potensi kebakaran di menara pengawas 
kebakaran; 
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21. Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran has11 
hutan di bandar udaralpelabuhan laut; 

22 Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil 
hutan di terminal buslstas~un kereta api, 

23. Melakukan penjagaan di care centerlpusat rehabilitasi 
satwalpusat penyelamatan satwa (PPS); 

24. Melakukan penjagaan dl pusat ~nformasi; 

25. Melakukan penjagaan barang bukti; 

26. Melakukan penjagaan di kapal patroli; 

27. Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan 
lalnnya; 

28 Melakukan penjagaan di pasar satwaltumbuhan; 

29. Melakukan patroli daratan; 

30. Melakukan patrol1 perairan; 

31. Melakukan patroli udara; 

32. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa 
pada eksportir tumbuhan dan satwa, 

33. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan; 

34. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan; 

35. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan; 

36. Melakukan penangkapan tersangka, 

37. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang drduga 
sebagai tersangka; 

38. Melakukan pengamanan barang buktl; 

39. Melakukan tlndakan akhir penanganan barang bukti; 

40. Melakukan penyeIid~kan/investigasi trndak pidanal 
pelanggaran dl bidang kehutanan; 

41 Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti; 

42. Membuat laporan kejadian (LK); 

43 Melakukan penangananlolah TKP; 

44. Memanggil tersangkalsaksi dalam proses penyidikan; 

45. Mencari dan menangkap tersangka; 

46. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 

47. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 



48. Melakukan penahanan tersangka; 

49. Menltipkan tersangka; 

50. Menltipkan barang bukti; 

51. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

52. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 

53. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 

54. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21; 

55. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

56. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 

57. Membentuk masyarakat peduli api (MPA); 

58. Melakukan ape1 siaga dalam rangka pencegahan kebakaran 
hutan dan atau lahan; 

59. Melakukan bimbingan teknis pemadaman; 

60. Melaksanakan ground check hotspots; 

61. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 

areal gambut; 

62. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 

dataran tinggi; 

63. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 

dataran rendah; 

64. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di 

padang rumput; dan 

65. Melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman kebakaran 
hutan danlatau lahan. 

(2) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan Ahli sesuai dengan jenjang 
jabatan, sebagai berikut: 

a. Polisi Kehutanan Pertama, meliputi: 

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai 

anggota; 

2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat KabupatenlKota 
sebagai anggota; 

3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai 
anggota; 
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4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai 
anggota; 

5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat internasional sebagai 
anggota; 

6. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota; 

7 .  Mengevaluasi kebijakan tingkat KabupatenIKota sebagai 
anggota; 

8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota; 

9. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota; 

10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi 
WilayahlPengelolaan sebagai anggota; 

11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang 
WilayahlPengelolaan sebagai anggota; 

12. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja 
sebagai anggota; 

13. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup 
KabupatenlKota sebagai anggota; 

14. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi 
sebagai anggota; 

15. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional 
sebagai anggota; 

16. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup internasional 
sebagai anggota; 

17. Menyusun program kerja lingkup Seksi WilayahlPengelolaan 
sebagai anggota; 

18. Menyusun program kerja lingkup Bidang 
WilayahlPengelolaan sebagai anggota; 

19. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai anggota; 

20. Menyusun program kerja lingkup KabupatenIKota sebagai 
anggota; 

21. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsilnasional 
sebagai anggota; 

22. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai 
anggota; 

23. Menyusun petunjuk operasional operasi intelejenldeteksi 
dini; 



24. Menyusun petunjuk operasional operasi fungsional; 

25. Menyusun petunjuk operasional lainnya (gangguan satwa, 

evakuasi satwa, dll); 

26. Menyusun rencana operasi intelejenldeteksi dini; 

27. Menyusun rencana operasi fungsional; 

28. Menyusun rencana operasi gabungan; 

29. Menyusun rencana operasi lainnya (gangguan satwa, 

evakuasi satwa, dll); 

30. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 

31. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dan 

badan hukum; 

32. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan 
hutan; 

33. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi 

Kehutanan yang ada di bawahnya; 

34. Mengkoordinir patroli darat; 

35. Mengkoordinir patroli perairan; 

36. Mengkoordinir penjagaan; 

37. Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa 

pada lembaga konservasi; 

38. Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan; 

39. Mengkoordinir operasi fungsional pengamanan hutan; 

40. Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan; 

41. Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan; 

42. Melakukan penangkapan tersangka; 

43. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 

sebagai tersangka; 

44. Melakukan pengamanan barang bukti; 

45. Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti; 

46. Melakukan penyelidikanlinvestigasi tindak pidanal 

pelanggaran di bidang kehutanan; 

47. Melakukan penangananlolah TKP; 



48. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 

49. Memlnta keterangan saksi dalam proses penyrdlkan; 

50. Melakukan penahanan tersangka; 

51. Menitipkan tersangka; 

52. Menitipkan barang bukti, 

53 Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

54. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta; 

55. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 

56. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 

57. Memperbalki berkas perkara (P19) hingga P21; 

58 Mewakili lembaga dalam proses persidangan peradilan; 

59. Menjadi saksl ah11 dalam proses penyidlkan; 

60 Menjadi saksi ahli dalam proses persidangan; 

61. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

62. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 

63 Analisis hot spots, 

64 Melakukan pembinaan masyarakat peduli apl (MPA); 

65. Mensosialisaslkan pengolahan lahan tanpa bakar 
(penerapan teknologi); 

66 Melakukan ape1 siaga pencegahan kebakaran hutan dan 
atau lahan, 

67. Melakukan pendampingan peran serta masyarakat dalam 
pencegahan dan penanggulangan konflik satwa liar; 

68. Memfasilitasi kerjasama dalam penanggulangan konflik 
satwa liar dengan masyarakat; dan 

69 Melakukan monitoring. 

b Polisi Kehutanan Muda, mellputl: 

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai 
anggota; 

2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat KabupatenIKota 
sebagai anggota; 

3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai 
anggota; 

4. Menyusun rancangan kebijakan tlngkat Nasional sebagai 
anggota; 



5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat lnternasional sebagai 
anggota; 

6. Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai ketua; 

7. Mengevaluasi kebijakan tingkat KabupatenIKota sebagai 
ketua; 

8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota; 

9. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota; 

10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi 
WilayahIPengelolaan sebagai ketua; 

11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang 
WilayahIPengelolaan sebagai ketua; 

12. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja 
sebagai ketua; 

13. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup 
KabupatenIKota sebagai ketua; 

14. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi 
sebagai anggota; 

15. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional 
sebagai anggota; 

16. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup internasional 
sebagai anggota; 

17. Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan 
sebagai ketua; 

18. Menyusun program kerja lingkup Bidang Wilayahl 
Pengelolaan sebagai ketua; 

19. Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai ketua; 

20. Menyusun program kerja lingkup KabupatenIKota sebagai 
ketua; 

21. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsilnasional 
sebagai anggota; 

22. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai 
anggota; 

23. Menyusun petunjuk operasional patroli pengamanan; 

24. Menyusun petunjuk operasional operasi gabungan; 

25. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 



26. Melakukan ceramah, diskusi dan dialog interaktif dengan 
kelompok masyarakat; 

27. Konsultasilkoordinasi dengan mitra instansi terkait; 

28. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan 
hutan; 

29. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi 

Kehutanan yang ada di bawahnya; 

30. Supervisi dan pendampingan patrol darat; 

31. Supervisi dan pendampingan patrol perairan; 

32. Supervisi dan pendampingan penjagaan; 

33. Mengkoordinir operasi intelejen pengamanan hutan; 

34. Supervisi operasi fungsional pengamanan hutan; 

35. Mengkoordinir operasi gabungan pengamanan hutan; 

36. Mengkoordinir operasi khusus pengamanan hutan; 

37. Melakukan penangkapan tersangka; 

38. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
sebagai tersangka; 

39. Melakukan penyelidikanlinvestigasi tindak pidanal 

pelanggaran di bidang kehutanan; 

40. Membuat laporan kejadian (LK); 

41. Melakukan penangananlolah TKP; 

42. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 

43. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 

44. Melakukan penahanan tersangka; 

45. Menitipkan tersangka; 

46. Menitipkan barang bukti; 

47. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

48. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta; 

49. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 

50. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 

51. Memperbaiki berkas perkara (PI 9) hingga P21; 



52. Melakukan telaahan hukum; 

53. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan; 

54. Menjadi saksi ahli dalarn proses persidangan; 

55. Menjadi saksi dalarn proses penyidikan; 

56. Menjadi saksi dalarn proses persidangan; 

57. Melakukan ape1 siaga dalam rangka pencegahan kebakaran 
hutan dan atau lahan; 

58. Melakukan supervisi posko pengendalian kebakaran hutan 
dan lahan; 

59. Melakukan supervisi pernadaman kebakaran; 

60. Menganalisis kejadian konflik satwa liar dengan rnasyarakat; 

61. Melakukan pembinaan masyarakat; 

62. Memfasilitasi kelembagaan masyarakat; 

63. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan konflik satwa 
liar dengan masyarakat; 

64. Menganalisis peta kerawanan hutan; dan 

65. Melakukan evaluasi perlindungan dan pengamanan 
kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian 
kebakaran. 

c. Polisi Kehutanan Madya, meliputi: 

1. Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai 
ketua; 

2. Menyusun rancangan kebijakan tingkat KabupatenIKota 
sebagai ketua; 

3. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai 
ketua; 

4. Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai 
ketua; 

5. Menyusun rancangan kebijakan tingkat lnternasional sebagai 
ketua; 

6. Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai ketua; 

7. Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai ketua 

8. Mengevaluasi kebijakan tingkat Internasional; 



9. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi 
sebagai ketua; 

10. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional 
sebagai ketua; 

11. Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup lnternasional 
sebagai ketua; 

12. Menyusun program kerja lingkup lintas provinsilnasional 
sebagai ketua; 

13. Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai 
ketua; 

14. Menyusun petunjuk operasional operasi khusus; 

15. Menyusun rencana operasi khusus; 

16. Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan; 

17. Melakukan kampanye kepada masyarakat dan badan 
hukum; 

18. Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan 
hutan; 

19. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi 
Kehutanan yang ada di bawahnya; 

20. Supe~ is i  operasi intelejen pengamanan hutan; 

21. Supe~ is i  operasi gabungan pengamanan hutan; 

22. Supe~ is i  operasi khusus pengamanan hutan; 

23. Melakukan penangkapan tersangka; 

24. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
sebagai tersangka; 

25. Melakukan penangananlolah TKP; 

26. Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan; 

27. Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan; 

28. Melakukan penahanan tersangka; 

29. Menitipkan tersangka; 

30. Menitipkan barang bukti; 

31. Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik; 

32. Melaksanakan gelar perkara sebagai peserta; 

33. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan; 



34. Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan; 

35. Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21; 

36. Menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan; 

37. Menjadi saksi ahli dalam proses persidangan; 

38. Menjadi saksi dalam proses penyidikan; 

39. Menjadi saksi dalam proses persidangan; 

40. Melakukan ape1 siaga dalam rangka pencegahan kebakaran 

hutan dan atau lahan; 

41. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam 

penanggulangan konflik satwa liar; 

42. Memfasilitasi kolaborasi dalam rangka penanggulangan 

konflik satwa liar. 

(3) Polisi Kehutanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan 

profesi dan penunjang tugas Polisi Kehutanan diberikan nilai angka 

kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini. 

Pasal 10 

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Polisi Kehutanan yang 

sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), maka 

Polisi Kehutanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat 

di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut 

berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang 

bersangkutan. 

Pasal 11 

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut: 

a. Polrsi Kehutanan yang melaksanakan tugas Pol~sr Kehutanan satu 

tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang drperoleh 

ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) darr angka kredit 

setiap but~r kegiatan, sebagarmana tersebut dalam Lampiran I atau 

Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi ini. 



b. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas Polisi Kehutanan satu 

tlngkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh 

ditetapkan sama 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari 

setiap butir kegiatan, sebagalmana tersebut dalam Lampiran I atau 

Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformas1 Birokrasi ini. 

Pasal 12 

(1) Unsur kegiatan yang drnllai dalam pemberian angka kredit, terdiri 

dari: 

a. unsur utama; dan 

b. unsur penunjang. 

(2) Unsur utama terdiri darl: 

a. pendidikan; 

b. penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, 

peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran; 

c. perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran has11 hutan, 

dan pengendalian kebakaran; 

d. monitoring dan evaluasl; dan 

e. pengembangan profesi. 

(3) Unsur penunjang terdiri dari : 

a. mengajarlmelatih di bidang kepolisian kehutanan; 

b. peran serta dalam seminar, lokakarya dibidang kepolisian 

kehutanan; 

c. keanggotaan dalam organisasi profesi; 

d. keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan 

pengamanan hutan (SMART atau SPORC); 

e. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan 

Fungsional Polisi Kehutanan; 

f. perolehan piagam kehormatan; 

g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan 

h. kegiatan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan. 



(4) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan dan angka kredit maslng-masing 
unsur sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  untuk Polisi Kehutanan 
Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk 
Polisi Kehutanan Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi ini. 

Pasal 13 

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh 
setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan 
kenaikan jabatanlpangkat Polisi Kehutanan, untuk: 

a. Polisi Kehutanan Terampil dengan pendidikan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan atau Sekolah 
Menengah Atas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi ini; 

b. Polisi Kehutanan Terampil dengan pendidikan Diploma Ill di 
bidang kehutanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi ini; 

c. Polisi Kehutanan Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata 
Satu (SI) atau Diploma IV sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan 

d. Polisi Kehutanan Ahli dengan pendidikan sekolah Pascasarjana 
Strata Dua (S2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi ini. 

e. Polisi Kehutanan Ahli dengan pendidikan sekolah Pascasarjana 
Strata tiga (S3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi ini. 

(2) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1): 

a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal 
dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan 

b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari 
unsur penunjang. 



Pasal 14 

(1) Polisi Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, 

golongan ruang Illlb yang akan naik jenjang jabatanlpangkat 

menjadi Polisi Kehutanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang 

llllc angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari 

unsur pengembangan profesl. 

(2) Polisi Kehutanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang llllc yang 

akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang Illld 

angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur 

pengembangan profesi. 

(3) Pol~si Kehutanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 

Illld yang akan naik jenjang jabatanlpangkat menjad~ Polisi 

Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa angka 

kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur 

pengembangan profesi 

(4) Pol~si Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa 
yang akan naik pangkat menjad~ Pembina Tingkat I, golongan ruang 

IVIb angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dar~ 

unsur pengembangan profesi. 

(5) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan 

ruang IVIb yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, 

golongan ruang IVIc angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 

12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi. 

Pasal 15 

(1)Polisi Kehutanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit 

yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, 

kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan 

pangkat berikutnya. 

(2) Polisi Kehutanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi 

angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam 

masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua 

diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) 

dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan 

pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Polisi 

Kehutanan. 



Pasal 16 

(1) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan 
ruang I l l ld  setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib 

mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas 
pokok. 

(2) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan 
ruang IVIc, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib 
mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas 
pokok dan pengembangan profesi. 

Pasal 17 

(1) Polisi Kehutanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis 
ilmiah di bidang kepolisian kehutanan, diberikan angka kredit 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama 
dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; 

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama 
dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis 

pembantu; dan 

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian 
angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis 
utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis 

pembantu. 

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling banyak 3 (tiga) orang. 

BAB VII 

PENllAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 18 

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap 
Polisi Kehutanan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh 
kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian 

Angka Kredit (DUPAK). 

(2) Setiap Polisi Kehutanan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan 

Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun. 



(3) Polisi Kehutanan yang dapat dipertirnbangkan kenaikan pangkatnya, 
penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan 
sebelurn periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. 

BAB Vl l l 

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, 
TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN 

ANGKA KREDIT 

Bagian Pertarna 
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit 

Pasal 19 

(1) Pejabat yang berwenang rnenetapkan angka kredit: 

a. Direktur Jenderal yang rnernbidangi Polisi Kehutanan bagi Polisi 
Kehutanan Madya, pangkat Pernbina Tingkat I, golongan ruang 
IVIb dan Pernbina Utarna Muda, golongan ruang IVIc di 

lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi dan Kabupatenl 
Kota. 

b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang rnernbidangi Polis1 

Kehutanan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, Pangkat 
Penata Muda, golongan ruang Illla sarnpai dengan Polisi 
Kehutanan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 
Illld dan Pol~si Kehutanan Pertarna, Pangkat Penata Muda, 
golongan ruang Illla sarnpai dengan Polisi Kehutanan Madya, 

pangkat Pernbina, golongan ruang IVIa di lingkungan 
Kernenterian Kehutanan. 

c. Kepala Unit Pelaksana Tekn~s (UPT) Kernenterian Kehutanan 

bagi Pol~si Kehutanan Pelaksana Pernula, pangkat Pengatur 
Muda, golongan ruang Illa sarnpai dengan Polisi Kehutanan 

Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang llld di 
l~ngkungan Kernenterian Kehutanan. 

d. Kepala Dinas Provinsi yang rnembidangi Kehutanan bagi Polisi 

Kehutanan Pelaksana Pernula, pangkat Pengatur Muda, 
golongan ruang Illa sarnpai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, 

Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld dan Polisi 
Kehutanan Pertarna, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla 
sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pernbina, 

golongan ruang IVIa di lingkungan Provinsi. 



e. Kepala Dinas KabupatenIKota yang membidangi Kehutanan bagi 
Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, 
golongan ruang Ilia sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, 
Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld dan Polisi 
Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang lllla 
sampai dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, 
golongan ruang IVIa di lingkungan KabupatenIKota. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat 
mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Balai Besar bagi 
Polisi Kehutanan di lingkungan unit kerja masing-masing. 

Bagian Kedua 

Tim Penilai 

Pasal20 

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19, dibantu oleh: 

a. Tim Penilai Polisi Kehutanan bagi Direktur Jenderal yang 
membidangi Polisi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; 

b. Tim Penilai Polisi Kehutanan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal 
yang membidangi Polisi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan 
yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal; 

c. Tim Penilai Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis bagi Kepala 
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Tim Penilai UPT; 

d. Tim Penilai Polisi Kehutanan Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi 
yang membidangi Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai 
Provinsi; dan 

e. Tim Penilai Polisi Kehutanan KabupatenIKota bagi Kepala Dinas 
KabupatenlKota yang membidangi Kehutanan, yang selanjutnya 
disebut Tim Penilai KabupatenIKota. 

Pasal21 

(1)Tim Penilai jabatan fungsional Polisi Kehutanan terdiri dari unsur 
teknis yang membidangi kepolisian kehutanan, unsur kepegawaian, 
dan pejabat fungsional Polisi Kehutanan. 

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: 

a. seorang Ketua merangkap anggota; 

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 

c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; 
dan 

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. 



(3)Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 
paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat fungsional Polisi 
Kehutanan. 

(4) Anggota Tim Penilai ProvinsilKabupatenlKota pada ayat (2) huruf d, 
paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsil 
KabupatenlKota. 

(5) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: 

a. menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama dengan 
jabatanlpangkat Polisi Kehutanan yang dinilai; 

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja 
Polisi Kehutanan; dan 

c. dapat aktif melakukan penilaian. 

(6)Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Polisi Kehutanan, maka anggota 
Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang 
memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan. 

Pasal22 

(1)Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit 
Polisi Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain 
yang terdekat atau tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian 
Kehutanan. 

(2)Apabila Tim Penilai KabupatenIKota belum terbentuk, penilaian 
angka kredit Polisi Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai 
KabupatenIKota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, UPT atau tim 
penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan. 

(3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: 

a. Direktur Jenderal yang membidangi Polisi Kehutanan untuk Tim 
Penilai Pusat; 

b. Pejabat eselon I1 yang membidangi Kepolisian Kehutanan di 
Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal. 

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk Tim Penilai UPT; 

d. Kepala Dinas Prov~nsi yang membidangi Kehutanan untuk Tim 
Penilai Provinsi; dan 

e. Kepala Dinas KabupatenIKota yang membidangi Kehutanan 
untuk Tim Penilai KabupatenIKota. 

Pasal23 

(1)Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 



(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 
(dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah 
melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. 

(3) Dalam ha1 terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka 
Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai 
pengganti. 

Pasal24 

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan tata 
cara penilaian angka kredit Polisi Kehutanan ditetapkan oleh Menteri 
Kehutanan selaku Pimpinan lnstansi Pembina jabatan fungsional Polisi 
Kehutanan. 

Bagian Ketiga 

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit 

Pasal25 

Usul Penetapan angka kredit Polisi Kehutanan diajukan oleh: 

a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang rnembidangi Polisi Kehutanan, 
Kepala Dinas ProvinsilKabupatenlKota yang rnernbidangi 
Kehutanan kepada Menteri Kehutanan atau Direktur Jenderal yang 
membidangi Polisi Kehutanan, bagi angka kredit Polisi Kehutanan 
Madya, pangkat Pembina Tingkat. I, golongan ruang IVlb dan Polisi 
Kehutanan Madya, Pangkat Pembina Utarna Muda, golongan 
ruang IVIc. 

b. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat ~irektorat Jenderal yang 
membidangi Polisi Kehutanan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis 
kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Polisi 
Kehutanan pada Kementerian Kehutanan untuk angka kredit Polisi 
Kehutanan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan 
ruang Illla sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia pangkat 
Penata Tingkat. I, golongan ruang Illtd dan Polisi Kehutanan 
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla sampai 
dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang 
IVIa yang bekerja di lingkungan Kementerian Kehutanan. 

c. Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Balai Besar untuk angka 
kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, 
golongan ruang llla sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia 
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld dan Polisi Kehutanan 
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla sampai 
dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang 
IVIa yang bekerja di unit kerja masing-masing. 





(1)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam 

jabatan Polisi Kehutanan Terampil harus memenuhi syarat: 

a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 

bidang Kehutanan atau SMA (Sekolah Menengah Atas) yang 

kualifikasinya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; 

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang Ilfa; dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan 

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling 

kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

(2)Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam 

jabatan Polisi Kehutanan Ahli harus memenuhi syarat: 

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)IDiploma IV di bidang 

Kehutanan, Pertanian, Biologi, PerikananIKelautan, Teknik 

Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang ditetapkan 

oleh Menteri Kehutanan; 

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Illla; dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan 

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling 

kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagairnana ayat (1) dan ayat 

(2) harus lulus uji kompetensi. 

(4) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku 

pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan. 

(5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagairnana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat 

dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan harus mengikuti dan 

lulus diklat dasar fungsional di bidang kepolisian kehutanan sesuai 

dengan kualifikasi yang ditentukan oleh lnstansi Pembina jabatan 

fungsional Polisi Kehutanan. 

(6) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari 

Calon Pegawai Negeri Sipil. 



(1)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam 
jabatan Polisi Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(1) dan ayat (2) dan ayat (3). 

b. tersedia formasi untuk jabatan Polisi Kehutanan. 

c. memiliki pengalaman di bidang kepolisian kehutanan paling 
kurang 2 (dua) tahun; 

d. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tingkat 
keterampilan dan 40 (empat puluh) tahun untuk tingkat keahlian; 

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan 
dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling 
kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 

f. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang 
kepolisian kehutanan. 

(2)Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang 
dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah 
angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit. 

(3)Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. 

Pasal30 

(1) Polisi Kehutanan terampil yang rnemperoleh ijasah Sarjana (SI)/ 
Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Polisi Kehutanan Ahli, 
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. tersedia formasi untuk jabatan Polisi Kehutanan Ahli; 

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan 
untuk jabatan Polisi Kehutanan ahli; 

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional 
Polisi Kehutanan tingkat keahlian; dan 

d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. 

(2) Polisi Kehutanan terampil yang akan beralih menjadi Polisi 
Kehutanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh 
lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan 
pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana 
(S1)IDiploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak 
memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang. 



BAB X 

KOMPETENSI 

Pasal31 

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Polisi 
Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, 
yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. 

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan lnstansi Pembina. 

BAB XI 

D I KLAT 

(1) Polisi Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi 
dapat mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 
jenjang jabatan. 

(2) Kenaikan jabatan dari jenjang Muda menjadi jenjang Madya wajib 
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sesuai 
dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku 
pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan. 

BAB XI1 

FORMASI 

Pasal33 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Polisi Kehutanan 
dilaksanakan sesuai formasi jabatan Polisi Kehutanan dengan 
ketentuan, sebagai berikut: 

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Polisi 
Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Polisi 
Kehutanan yang d~tetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di 
bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat 
pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Polisi 
Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Polisi 
Kehutanan yang ditetapkan oleh Gubernur, BupatiANalikota setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab 
di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat 
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan 
tembusan disampaikan ke instansi pembina Polisi Kehutanan. 



(1) Penetapan Forrnasi Polisi Kehutanan di lingkungan Kernenterian 

Kehutanan: 

a. Direktorat yang berkaitan dengan kepolisian kehutanan, Polisi 

Kehutanan Ahli paling sedikit 8 dan paling banyak 16; 

b. Balai Besar yang berkaitan dengan kepolisian kehutanan, Polisi 

Kehutanan Terarnpil paling sedikit 84 dan paling banyak 123, 

Polisi Kehutanan Ahli paling sedikit 28 dan paling banyak 40; dan 

c. Balai yang berkartan dengan kepolisian kehutanan, Polisi 

Kehutanan Terarnpil paling sedikit 44 dan paling banyak 63, 

Pol~si Kehutanan Ahli paling sedik~t 16 dan paling banyak 22. 

(2) Formasi di Provinsi, Pol~si Kehutanan Terarnpil pallng sedikit 28 dan 

paling banyak 132, Polrs~ Kehutanan Ahli paling sedikit 12 dan 

paling banyak 48. 

(3) Forrnasi di KabupatenIKota, Polisi Kehutanan Terampil paling sedikit 

28 dan pallng banyak 160, Polisi Kehutanan Ah11 paling sedrk~t 12 

dan paling banyak 60. 

(4) Penetapan formasi Polrsi Kehutanan sebagarrnana dirnaksud pada 

ayat(l), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada indikator, antara larn 

a. Luas kawasan; 

b. Gangguan kerawanan hutan; 

c. lntensitas peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan 

d. Kondisi geofisik kawasan hutan. 

BAB XI l l 

PENURUNAN JABATAN 

Pasal35 

(1) Polisi Kehutanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa 

pernindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang 

baru. 

(2) Penilaian prestasi kerja dalarn rnasa hukuman disiplin sebagairnana 

dirnaksud pada ayat (I), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru. 



BAB XIV 

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN 
PEMBERHENTIAN DARl JABATAN 

Bagian Pertama 

Pembebasan Sementara 

Pasal 36 

Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, 
golongan ruang Illa sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, 
pangkat Penata, golongan ruang Illlc dan Polisi Kehutanan 
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla sampai 
dengan Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, 
golongan ruang IVlb, dibebaskan sementara dari jabatannya, 
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam 
jabatanlpangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi. 

(2) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan 
ruang Illld, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 
tahun sejak menduduki jabatanlpangkat terakhir tidak dapat 
mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas 
pokok. 

(3) Polisi Kehutanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan 
ruang IVIc, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 
tahun sejak menduduki jabatanlpangkat terakhir tidak dapat 
mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas 
pokok dan pengembangan profesi. 

(4) Di samping pernbebasan sernentara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), ayat (2), dan ayat (3), Polisi Kehutanan dibebaskan 
sementara dari jabatannya, apabila: 

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Polisi Kehutanan; 

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau 

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 

Bagian Kedua 

Pengangkatan Kembali 

Pasal 37 

(1)Polisi Kehutanan yang telah selesai menjalani pembebasan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (I), ayat 
(2), dan ayat (3) apabila telah rnengumpulkan angka kredit yang 
ditentukan, diangkat kernbali dalam jabatan Polisi Kehutanan. 
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(2) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali 

dalam jabatan Polisi Kehutanan apabila berdasarkan keputusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. 

(3) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali 

ke dalam Jabatan Polisi Kehutanan apabila berusia paling tinggi 51 

(lima puluh satu) tahun. 

(4) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali 

ke dalam Jabatan Polisi Kehutanan apabila telah selesai cuti di luar 

tanggungan negara. 

(5) Polisi Kehutanan yang dibebaskan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d, harus diangkat kembali 

ke dalam Jabatan Polisi Kehutanan setelah habis masa tugas 

belajarnya. 

(6)Pengangkatan kembali dalam jabatan Polisi Kehutanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I),  ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 

dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan 

dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Polisi Kehutanan 

yang diperoleh selama pembebasan sementara. 

Bagian Ketiga 

Pemberhentian dari Jabatan 

Polisi Kehutanan diberhentikan dari jabatannya, apabila: 

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari 

jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (I), tidak 

dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan 

jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi; atau 

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari 

jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan 

ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. 
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Penurunan jabatan, Pembebasan sementara, pengangkatan kembali 

dan pemberhentian dari jabatan Polisi Kehutanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan 38 ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal40 

Polisi Kehutanan diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi 

hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan 

penurunan jabatan. 

BAB XV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal41 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

ini telah diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan 

Terampil dapat disesuaikanlinpassing ke dalam jabatan Polisi 

Kehutanan Ahli dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV di bidang 

kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikananl Kelautan, Teknik 

Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yang ditetapkan 

oleh Menteri Kehutanan; 

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Illla; 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan 

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling 

kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

d. masa kerja yang paling lama melaksanakan tugas sebagai Polisi 

Kehutanan; 

e. Memperhatikan beban kerjalkebutuhan formasi; dan 

f. Lulus Uji Kompetensi. 



(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam jabatan 

Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (I),  

sebagaimana tersebut dalam lampiran Vlll Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi ini. 

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran Vlll 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini, hanya berlaku sekali selama masa 

penyesuaianlinpassing. 

(4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (I),  

maka dalam melaksanakan penyesuaianlinpassing perlu 

mempertimbangkan formasi jabatan. 

(5) Batas waktu inpasinglpenyesuaian mulai sejak peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

ini ditetapkan dan harus sudah selesai pada akhir April 2013. 

BAB XVI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal42 

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh 

Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Pasal43 

Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini berlaku, Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55lKEPlM.PAN/7/2003 

tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal44 

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan peraturan ini 

dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat d~tinjau kembali. 



Pasal45 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : Jakarta 

pada tanggal : 07 Maret 201 1 

MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 





atau pengendalian kebakaran) 

6.  Pelaksanaan tlndakan preventif 
terhadap kerusakan dan gangguan 
kawasan atau peredaran hasil hutan 

4 

1 

2 

Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada dl bawahnya oleh 

Menyiapkan sarandprasarana patrdi 

a. Patroli darat 

b. Patroli perairan 

c. Patroli udara 

Melakukan penjagaan di daerah tertentu 

a. pos jaga Ipondok jagalpondok keja oleh : 

b, mernantau potensi kebakaran di menara pengawas kebakaran oleh : 

c. pengawasan peredaran has11 hutan dl bandar udaratpelabuhan laut oleh : 

Penyelia 

Pelaksana 

Pelaksana Lanjutan 

Penyelia 

Pelaksana Pemula 

Pelaksana 

Pelaksana Lanjutan 

Pelaksana Pemula 

Pelaksana 

Pelaksana Lanjutan 

Penyelia 

Pelaksana Lanjutan 

Penyelia 

Pelaksana Lanjutan 

Penyelia 

Laporanlkegiatan 

Laporanlorang 

Laporanlorang 

Laporanlorang 

LaporanIUnit 

LaporanlUnit 

LaporanlUnit 

LaporanIPenjagaan 

LaporanIPenjagaan 

LaporanlPenjagaan 

LaporanIPenjagaan 

LaporanlPenjagaan 

LaporanlPenjagaan 

LaporanlPenjagaan 

LaporanIPenjagaan 

0,120 

0.010 

0.020 

0.040 

0.010 

0.020 

0.020 

0.030 

0.030 

0.030 

0.030 

0.050 

0.050 

0.060 

0.060 
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LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR : 17 TAHUN 2011 
TANGGAL : 07 Maret 201 1 

RlNClAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN TINGKAT AHLl DAN ANGKA KREDITNYA 

SUB UNSUR BUTlR KEGIATAN SATUAN HASlL PEIAKSANA KEGIATAN 

mernperoleh surat tanda tarnat 
pendidikan dan pelatihan 

atau pengendalian kebakaran) 
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peredaran hasll hutan 
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LAMPIRAN Ill : PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR : 17 TAHUN 201 1 
TANGGAL : 07 Maret 2011 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 

POLlSl KEHUTANAN TERAMPIL DENGAN PENDlDlKAN SMKISMA 

NO. 

1 

2 

JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 

JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN 
U N S U R  

UNSURUTAMA 

A Pendidikan 

1 Pendid~kan sekolah 

2 Dlklat 

B Tugas Pokok 

C Pengembangan profesi 

UNSUR PENUNJANG 

Keglatan yang menunjang pelaksanaan 
keglatan kepolisian kehutanan 

J U M L A H  

PERSENTASE 

2 80% 

5 20% 

P E ~ K S A N A  
PEMULA 

Illa 

25 

25 

PENYELIA PELAKSANALANJUTAN 

Illlc 

25 

140 

35 

200 

PELAKSANA 

lllla 

25 

60 

15 

100 

lllld 

25 

220 

55 

300 

llllb 

25 

100 

25 

150 

llld 

25 

44 

11 

80 

lllb 

25 

12 

3 

40 

lllc 

25 

28 

7 

60 



LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNMNAPARATURNEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR : 17 TAHUN 201 1 
TANGGAL : 07 Maret 201 1 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 

POLlSl KEHUTANAN TERAMPIL DENGAN PENDlDlKAN DIPLOMA Ill 

N APARATUR NEGARA 

NO. 

1 

2 

U N S U R  

UNSURUTAMA 

A Pendld~kan 

1 Pend~d~kan sekolah 

2 Dlklat 

B Tugas Pokok 

C. Pengembangan profesl 

UNSUR PENUNJANG 

Keglatan yang mendukung pelaksanaan keglatan 
kepol~s~an kehutanan 

J U M L A H  
- 

PERSENTASE 

2 80% 

< 20% 

- 

JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 

JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN 

PELAKSANA 

60 

Illc 

60 

80 

llld 

60 

16 

4 

PELAKSANALANJUTAN 

100 

lllla 

60 

32 

8 

I SO 

PENYELIA 

200 

llllb 

60 

72 

18 

llllc 

60 

112 

28 

300 

lllld 

60 

192 

48 





LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNPANAPARATURNEGARP 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR : 17 TAHUN 201 1 
TANGGAL : 07 Maret 201 1 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 

POLlSl KEHUTANAN DENGAN PENDlDlKAN PASCA SARJANA (52) 

I I I I JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT I 



LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR : 17 TAHUN 2011 
TANGGAL : 07 Maret 201 1 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 
POLlSl KEHUTANAN AHLl DENGAN PENDlDlKAN DOKTOR (S3) 

NAPARATURNEGARA 

PERSENTASE 

2 80% 

5 20% 

NO. 

1 

2 

JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 

JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN 
U N S U R  

UNSURUTAMA 

A Pend~d~kan 

1 Pendldlkan sekolah 

2 D~klat 

B Tugas Pokok 

C. Pengembangan profesl 

UNSUR PENUNJANG 

Keglatan yang mendukung pelaksanaan keglatan 
kepollslan kehutanan 

J U M L A H  

MUDA MADYA 

llllc 

200 

200 

lllld 

200 

80 

20 

300 

lVlc 

200 

400 

100 

700 

lVla 

200 

160 

40 

400 

lVlb 

200 

280 

70 

550 



LAMPIRAN Vlll : PERATURAN MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 

DAN REFORMASI BlROKRASl 

NOMOR : 17 TAHUN 201 1 

TANGGAL : 07 Maret 201 1 

ANGKA KREDIT KUMULATIF 

UNTUK PENYESUAlANllNPASSlNG BAG1 JABATAN FUNGSIONAL POLlSl KEHUTANAN TINGKAT AHLl 

UNAAN APARATUR NEGARA 

NO. 

I 

1 

2 

3 

k 

4 

STTMJAZAH ATAU YANG 
SETINGKAT 

3 

SARJANA (ST)/ D IV 

SARJANA (S1)l D IV 

PASCA SARJANA (S2) 

SARJANA (S1)I D IV 

PASCA SARJANA (52) 

DOKTOR (S3) 

SARJANA (S1)I D IV 

PASCA SARJANA (S2) - 
DOKTOR (S3) 

GOLONGAN RUANG 

2 

lllla 

llllb 

Illlc 

Illld 

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN 

3 TAHUN 

7 

136 

186 

188 

271 

273 

275 

368 

370 

372 

2 TAHUN 

6 

125 

175 

177 

247 

249 

251 

345 

347 

349 

KURANG 1 TAHUN 

4 

100 

150 

150 

200 

200 

200 

300 

300 

300 

4 TAHUN I LEBlH 

8 

148 

197 

199 

294 

296 

298 

391 

393 

395 

1 TAHUN 

5 

113 

164 

166 

224 

226 

228 

322 

325 

327 


